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Artinva

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan teraplah
sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti
hawa nafsu merelka dan katakanlah:

"Aku beriman kepada semua kitab yaig diturunkan Allah dan aku
diperintahkan supaya betlaku adil di antara kamu. Bagi kami
amal-amal kami dan bagi kamuwamgi-amal kamu. Tidak ada
pertengkaran antara kami dan kam@Allah |\ mengumpulkan antara

kita dan kepada-Nyalah keball (kita)! Os. Asy-Syura : 15

! Departemen Agama Rl, Al-Qur'un dan Terjemaimya. (Jakarta:
Darus Sunnah, 2012) hlm, 485.
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ABSTRAK

SANKSI PELAKU PENISTAAN AGAMA MENURUT PER
UNDANG-UNDANG DI INDONESIA PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH

Abidin Ahmad
NIM. 15913103

Undang-Undang Penodaan Agama merupakan instrumen
hukum pidana yang berlaku saat ini (ius constitutum) untuk
menghukum tindak pidar agama di Indonesia.
Penerapan perundang-U PNPS/ 1965 dalam
kehidupan bernegara ' nd%& sia.. Penyimpangan
agama/penodaan agama ¢ Bdngat berkaitan dengan
kehidupan sosial yang syla%a ﬁ rma, karena agama itu
sendiri memiliki peranan 0
itu sebagian besar kasus p¢ ‘alﬁh dilatarbelakangi konflik
kepentingan, antara lain reljafw 1 bisnis dan konsentrasi
politik. Atas dasar pemlklran tersebut maka yang menjadi focus

penelitian ini m ﬁgy?ﬁ perundang-
Undang No 1/@ Mﬁmg rilt asid syariah

Penelitian  ini *&L}AlM isi/pikiran, dengan
menggunakan pende tan ri rmative. Data yang
digunakan dalaml E\é a sumber data

sekunder yang diperoleh dari melalui bahan hukum primer. Bahan
hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan
teknik library research/studi kepustakaan. Dalam metode analisis
data peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dan conten
analysis. Hasil penelitian inm1 menunjukan bahwa berdasarkan
alasan filosofis, historis, yuridis konstitusional, maka Penerapan
perundang-Undang No 1/PNPS/ 1965 sudah seharusnya direvisi
agar sejalan dengan perkembangan zaman dan dengan semangat
cita-cita bangsa yang majemuk.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penistaan Agama, Maqasid Syariah,



ABSTRACT

SANCTIONS FOR BLASPHEMY PERPETRATORS
ACCORDING THE LEGISLATION IN INDONESIA
PERSPECTIVES OF MAQASID SYARIAH

Abidin Ahmad
Student Number 15913103

Blasphemy Law is a criminal law that is currently applicable (ius
constitutum) to sanction the criminal act of blasphemy in Indonesia. For
example, the stipulation of Law Number 1/PNPS/1965 in Indonesia.
According to the legislation 1/PNPS/1965 on Prevention of Blasphemy
and Abuse of Religion, there are only 51x religions that are acknowledged
in Indonesia, namely Islam, Ch anity~Catholic, Hindu, Buddhism,
Kong Hu Cu (confucianism){ so f?ld \%ea% here is a religious teaching

X hdse six religions, yet the teachmb

that is named as a part of ope of
violates the main teaching 1)
Blasphemy in Indonesia is cl ela tm esoual life that has norms.
Besides, religion also has ;
addition, many blasphemy case by conflic of interests, such
as social relation, business 1el A1) ht lcal concentration. Based on
such background, the focus of this study is the implementation the

Legislation 1/PNM)N maqasid syariah.

This was te mglm 1 approach. The
data were in the forms of $(!;r- btained through primary,
secondary, and tertiary legal matf€rials. data collection employed

library research tech \“ ?}Nﬁ@!\ descriptive analysis
and content analysis. The tesulfs showe ased on philosophical,
historical, and legal constitutional reasoning, the implementation of

legislation number 1/PNPS/1965 should have been revised so as to adjust
it with development as well as this nation’s diverse ideals.

Keywords: Criminal Act, Blasphemy, Magasid Syariah,

December 7, 2017
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BAB 1
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa,
yang berarti negara indonesia adalah negara yang menempatkan
agama sebagai sendinutama dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Hal tersebut kemudian dinyatakan secara tegas
dalam konstutis UUD 1945 khususnya pasal 29 ayat (1) yang
berbunyi: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang maha Esa”
vang kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 29 ayat (2)
yang berbunyi * negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memelz:_a;,mnmaa.v masing-masing dan untuk
beribadat menurut agar 1);§'dﬁ'](\ep,er bayaannya itu'

Pasal 18 Kovenaif In iongHak-hak sipil dan politik
atau International Cov @u &Z): Political Right (ICCPR)
menyatakan; u
“semua orang memilik guk uhfdk s berpikir. berkeyakinan
dan  beragama. Hak—im
mengambil atau menw §
pilihannya, dan kebebasan, baik secara individual atau bersama-

cama dan (PN IR & b Sgkan sgams
atau kepercayaan dali:gel\luj j&p laksanaan perintah agama,
praktek dan pengajardmns

Pasal 11 0 1m' s telah diratifikasi oleh
negara Indone$ta a 1 g dlg mor 12 Tahun

akup kebebasan untuk
rtau kepercayaan sesuai

! Undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 yang
dikutip dalam tulisan ini merupakan Undang-undang Dasar 1945 yang disusun
dalam satu naskah yang berasal dari terbitan secretariat Jenderal dan
kepaniteraan mahkamah Konstitusi RI. Cet 1. 2007. UUD 1945 tersebut
awalnya merupakan naskah yang diterbitkan oleh Sekretariat jenderal MPR RI
pada tahun 2002. Naskah ini merupakan rangkuman Naskah Asli undang-
undang  Dasar 1945, Naskah perubahan Pertama. Perubahan kedua.
Perubahan ketiga, dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

* Itdhal Kasim, Hak Sipil dan Politik” Esai-Esai Pilihan. (Jakarta:
Elsam,. 2001), him 241.



2005 tentang Pengesahan /Internatinal Covenan on Civil and
Political Rights (Kovenan Internatinal tentang Hak-Hak Sipil
dan Politik).

Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan
berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas
hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai
pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas
kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); persamaan
kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang
atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal
20); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau
bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

ICCPR pada dasgenya ketentuan mengenai

negara, khususnya aparatt rq Negara. Untuk itu hak-hak
yang terhimpun di dalapanyqm disebut sebagai hak
negatif (negative rights) L;EArt : 1akﬂ k dan kebebasan yang

rperglli apabila peran negara
dibatasi. Apabila negara - ferle rvensi, hak-hak dan

kebebasan yang diatur di-dle #0 dilanggar oleh negara.

Negara-negara_Pihak vyang melakukan pelanggaran terhadap
hak-hak tcrs@“lanER&ﬁ?A&gam yang
telah melakukan pelang, serigs hak,asasi manusia (gross
violation of human rigltst A M
Kebebasamm ye @ercayaan dan
menjalankan ibadah u @nﬁaﬁ percayaannya itu

merupakan kaidah pribadi  (forum internum) sedangkan
ketertiban dan kedamaian hidup bersama merupakan kaidah
antar  pribadi  (forum  eksternum).” Dalam  kehidupan
bermasyarakat sering terjadi perbenturan antara kepentingan
kaidah  pribadi  dengan kaidah antar pribadi yang
mengakibatkan terjadinya konflik dalam masyarakat. Oleh
karena 1tulah, dibutuhkan kaidah hukum dalam bentuk
peraturan untuk mengatur masyarakat demi terciptanya

* Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, “Perilial Kaidah
Hukum™. (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hlm. 16.
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kesejahteraan dan ketertiban sosial sebab manusia tidak akan
dapat hidup hanya dengan kaidah-kaidah pribadi tanpa diatur
juga oleh kaidah antar pribadi.

Indonesia, sebagai negara yang multikultural dimana
didalamnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa,
dan agama telah hidup rukun dan damai berdasarkan Pancasila
dan berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh
karenanya, masyarakat diberikan hak untuk memeluk agama
dan menjalankan ibadah serta ajaran agamanya masing-masing
sesuai  dengan kepercayaannya, sesuai dengan amanat
konstitusi.

Negara  juga tSLietangdung  jawab  dalam

meningkatkan
ketakwaan dan menunt a Quntuk  berahlak mulia.
Namun, disisi lain ade

menyiarkan keyakinan n keagamaan yang

dianggap “menyim A};{ﬁ @;eltentangan dengan
“mainstream” keyakman dan pemahaman I\eag,amaan pada

umumnya . WIE T kan fatwa
Majelis Uhma Indonesm bahwa Ahmadlya 1 telah menyimpang

dan dinyatakan sesat.

Suatu hal iN @@NE@ I)Apendiri bangsa

kita adalah memasukkan permasalahan Hak Azasi Manusia
(selanjutnya dibaca HAM) ke dalam Undang-undang Dasar
1945, Ketika terjadi amandemen kedua Undang-undang Dasar
1945 (selanjutnya dibaca UUD 1945), HAM yang sudah ada,
mendapatkan perhatian istimewa. HAM dielaborasi lebih detail,
diatur dalam bab khusus, setiap hak yang diatur dalam UUD
1945 harus terjamin dan terpenuhi. Hak-hak yang diatur dalam
UUD inilah yang dinamakan hak konstitusional. Adanya
jaminan hak konstitusi dalam UUD 1945 diikuti dengan

Y Yayan Sofyan, "Menvoal Kebebasan Beragama dan Penodaan
Agama di Indonesia (Telaah atas Putusan MK No.140/PUU-11172009" Jurnal
Cita Hukum: Vol. Il No. 2 Desember 2015.
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ketentuan  perlindungan, pemajuan, penegakkan, serta
pemenuhan menjadi tanggung jawab negara, terutama
pemerintah. Menurut Janedri M Gaffar, hal yang harus
dilaksanakan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan
dan kebijakan maupun tindakan penyelenggaraan negara.
Dalam rangka melindungi, memajukan, menegakkan serta
memenuhi hak konstitusi warga negara. Oleh karenanya,
diberikan suatu hak uji yang dimiliki oleh subjek hukum yaitu
individu, masyarakat adat, badan hukum privat, badan hukum
publik, dan lembaga negara. Setiap peraturan
perundangundangan yang dianggap tidak sesuai atau
bertentangan dengan UUD 1945 mempunyai kesempatan yang
sama untuk diuji ko ya. Pengujian kadar

konstitusionalitas ini meﬁlpaka salah |satu bentuk dari hak
.5¢ 0

konstitusional warga neg%a

c

Perubahan  kedy
komitmen Indonesia
perlindungan HAM  d
ketentuan penting darit

5 menyempurnakan
iya  pemajuan  dan
egrasikan ketentuan-
Aeh-mstrumen  internasional
mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA

tentang H ubah: I(ﬁEAEl&ll sampai
dengan perubahan kee UD 1945, yang kemudian disebut
dengan Undang-Undz a a\ Republik Indonesia
mER INDONESIA

Perubahan Konstitusi tersebut diikuti dengan munculnya
Undang-Undang sebagai amanat amandemen tersebut. Untuk
bidang HAM, Indonesia telah mengesahkan UU No. 39 tahun
1999 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM yang memperkuat jaminan pemenuhan HAM

warga negara. Indonesia juga telah meratifikasi dua kovenan
pokok internasional yaitu Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya (Ekosob) melalui UU Nomor 11 tahun 2005 dan
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Sipol) melalui UU

3 Ibid.
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Nomor 12 tahun 2005. Indonesia adalah negara hukum yang
menerapkan prinsip konstitusionalisme.

Pada tahun 1965 lahirnya Penetapan Presiden UU No.]
PNPS Tahun 1965, landasan hukum bagi tindak kejahatan
terhadap agama, yang dilatar belakangi berbagai macam situasi
dan persoalan, antara lain: nasionalisme, agama, dan
komunisme, bermunculannya aliran kebatinan yang dianggap
bertentangan dengan nilai-nilai agama dan dinilai menimbulkan
pelanggaran  hukum,  memecah  persatuan  nasional,
menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama, dan
menodai agama. Kata Edward Omar Sharif, ahli hukum UGM
Yogyakarta bahwa Pene wafﬁﬁ&Mel} No. 1 PNPS Tahun
1965 itu dikeluarkan P gld p tanggal 20 Januari
1965.°

Tujuan diterbitka a quo adalah agar
segenap rakyat di se Indonesia ini dapat
menikmati ketenteramw—UHM@ﬁan jaminan untuk
menunaikan ibadah menurut agamanya masing-masing.

Penetapan P, ar jangan
sampai terj ﬂ MER;;§[TA§ ajaran-
ajaran agama yang dlalt@l_% Mn—ajzuan pokok oleh
para tokoh agama dari agama yang bersangkutan. Jadi, dari

awal Undang- UINDONES&A(M’UM untuk

melindungi “kemurnian™ ajaran agama yang diakui di Indonesia
dan BerKetuhanan Yang Maha Esa.

Sejak era reformasi mulai maraknya muncul kasus-kasus
penyimpangan di masyarakat, salah satunya adalah mulai
maraknya tindak pidana penodaan agama dalam berbagai
bentuk, seperti munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam
kehidupan beragama dalam masyarakat yang bertentangan
dengan ajaran-ajaran dan hukum agama yang telah ada. Hal-hal

O Hwian Cristianto. “Arti Penting Pemberlakuan Undang-Undang
NOLPNPS 19657, Jurmal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No.3 Juli-
Seplember 2011
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tersebut dapat merongrong sendi-sendi kehidupan beragama
masyarakat yang telah ada.

Di penghujung tahun 2009, tepatnya pada tanggal 28
Oktober 2009 ada tujuh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
IMPARSIAL, ELSAM, PBHI, Demos, Perkumpulan
Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, dan YLBHI, dan
empat orang Warga Negara Republik Indonesia secara
perorangan yaitu KH Abdurrahman Wahid (almarhum), Prof.
Dr. Musdah Mulia, Prof. M. Dawam Raharjo, dan KH. Maman
Imanul Haq, beramai-ramai mendaftarkan gugatan Uji Materi
Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan
Penodaan Agama ke MK. Para pemohon diwakili oleh 56 orang
advokat dan aktivis bant g tergabung dalam Tim
Advokasi kebebasan Bd gugatan ini mereka
menydtdkan bahwa p§;1]- asi agm UU  Pencegahan
stonal.’

m
. - (n ~
Bagi orang-orang —_Zyan enggnpt faham kebebasan
berekspresi dan kebcba%au an pendapat, bahwa
kelompok Ahmadiyah yf Kir irza Guhm Ahmad

sebagai nabi v T”ll‘ s dihargai. Dan
pernyataan sgm Eﬁg‘ﬂ A nelanggar
HAM.

Gugatan terhada!&:lmAMen No.1/PNPS/1965
tentang Penceg N wx$ amlana telah
dikemukakan di atas merupakan permasalahan yang kompleks,
bukan saja dilihat dari kelompok yang berkepentingan, tapi juga
dari perspektif hukum. Konfigurasi sejarah, politik, agama, dan
hukum yang menjadi spektrum yang melingkupinya menjadi
suatu yang sangat penting untuk diungkap dan dikaji.*

Dasar Gugatan: Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965

bertentangan  dengan Konstitusi  Setidaknya ada lima
argumentasi yang menjadi dasar pengajuan gugatan yaitu:

Rita Triana Budiarti, Kontroversi Mahfud MD: Dibalik Putusan
Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Kosnstitusi Press : 2013, Jilid I1, hlm. 47-48
S Ihid. Dibalik Putusan Mahkamah Konstitusi, hlm. 200.
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. Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama bersifat
disharmoni dan inskonstitusional, karena sarat dengan
pengingkaran jaminan konstitusi bagi semua warga negara.

2. Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama tidak
menjamin keberadaan penghayat kepercayaan yang sudah
lama hidup dan tinggal di Indonesia, sehingga mereka sering
didiskriminasi.

3. Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama menimbulkan
ketidakpastian hukum karena dapat menjadi alat kelompok
mayoritas untuk memaksakan kebenaran kepada kelompok
minoritas.

4. Undang-undang Pencegah: an Agama tidak relevan
5 s . .Iﬁ\LAM
dengan kondisi saatini, Karena ne
mengatur perilaku w dqn bukan menentukan

ara sebaiknya hanya

penafsiran agama yan salah.

5. Rumusan Undang-u cegal an Penodaan Agama

bersifat multi tafs ikhawatirkan  terjadi

intervensi negara terh

Pasal 1 Penetapan’P 51/PNPS/1965 dianggap

bertentangan dengan konstitusi negara kita yaitu Undang-

undang DaSUNIkM‘E*RS kEIZA(S]an (2),12
pasal 281 ayat (1),13 pasal :S() ayat (2)14 tentang Hak
Beragama, meyakini kl lﬂﬁ ¢ n pikiran dan sikap

sesuai dengan fl:Hmm s 1 glengan pasal 18
Deklarasi Universal H H ﬁ 1venah Internasional

Tentang Hak Sipil dan Politik pasal 18 yang sudah diratifikasi

melalui UU No. 12 tahun 2005, Deklarasi tentang Penghapusan
Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan
Agama atau Keyakinan yang dinyatakakan oleh Resolusi
Majelis Umum PBB 36/55 tanggal 25 November 1981,
demikian juga bertentangan dengan pasal 4 UU No. 39 tahun
1999 tentang HAM.”

Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 juga dianggap
bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang
Kepastian Hukum Yang Adil dan Persamaan di Muka Hukum,

Y Ihid Rita Triana.



dan bertentangan pula dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
tentang Negara Hukum

Kebebasan beragama di Indoenesia dapat dilihat dari

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen
kedua pasal 28E ayat (1) dan (2) disebutkan: '’

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurut  agamanya, memilith pendidikan  dan
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah
negara dan meninggalkannya serta berhak kembali;

2. Setiap berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati

nuraninya.

Aturan yang ber bebasan beragama lebih
ahun 1999 tentang Hak
Tahun 2005 tentang
civil en political rights
(kovenan Internasioal t fak pil dan politik).

Bertitik tolak M. M@lﬂ di atas, kebebasan
beragama dan menjalan agamanya sepenuhnya dijamin oleh

undang-undar 1(V Eﬁx&f%uk enjunjung

tinggi nilai-nilai keaga1n‘1an namun Ind anlah negara

lanjut dijabarkan dalan
Asasi Manusia dan
pengesahan internatior

agama melainkan Semua agama dan

kepercayaan yang | ﬁ ndotr iki kedudukan yang
sama dan adam QN‘E‘SF agama. Agama
berkedudukan  terhormat  disertai  berbagai  kebijakan
pengembangan agama tersebut. Dengan demikian pkepentingan
agama perlu di lindungi.

Konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945 adalah
salah satu instrumen pemenuhan hak asasi manusia yaitu
mengatur mengenai perlindungan terhadap kebebasan beragama
di Indonesia yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1), Pasal 28D
ayat (1), Pasal 28E, Pasal 281 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2).
Di samping setiap orang memiliki ha-hak asasi yang harus
dilindungi, maka dia juga mengemban kewajiban-kewajiban

" Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28E.



asasi yang harus dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam pasal
287 ayat (1) dan (2) UUD 1945."

Berdasarkan peraturan ini maka terhadap penyalahgunaan
dan/atau penodaan agama di Indonesia dapat dilakukan
kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut. Kriminalisasi
diartikan sebagai suatu proses di mana perbuatan perbuatan
tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan
masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana.
Jadi, pelanggaran terhadap kaidah tersebut dianggap sebagai
tindak pidana dan negara dapat menjatuhkan pidana. Dengan
demikian, kepentingan agama yang awalnya merupakan
kepentingan pribadi ata ibadi berubah menjadi
kepentingan publik atau éd]\%L’\ﬁ\ar p Badx dan lebih jauh lagi

menjadi kaidah sosial.'

ITA

Sejak era reformagi’n
penyimpangan di maS)gaka
maraknya tindak pidan

n ggama dalam berbagai
Toan-penyimpangan dalam
akat yang bertentangan

dengan ajaran-ajaran dan hukum agama yang telah ada. Hal-hal
tersebut dapk)I Rsslr fl beragama

masyarakat yang telah

Penodaan agam]S'Lg-lAithisme dan gejolak
kolektivisme pelﬂm ¢ y“uakat merasa
sakit hati, resa yaferhada 1ermtah yang

terkesan tidak berani untuk bertindak te:cas mewakili keresahan

bentuk, seperti munculnyz

kehidupan beragama da¥

masyarakat, dan akhirmnya kesabaran yang terbatas ini berujung

! Pasal pasal ini mewajibkan setiap orang (human obligations) untuk
menghormati - hak  asasi manusia  orang  lain  dalam  tertib  kehidupan
masyarakat, berbangsa dan bernegara, dan dalam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin
pengakuan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

12 Ihid
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keinginan melampiaskan kemarahannya kepada penganut ajaran
sesat dan perusakan simbol-simbol keagamaan mereka.'?
Menurut Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama hanya
terdapat enam agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu (confusius), sehingga ajaran
agama lain yang mengatasnamakan salah satu agama yang telah
diakui tersebut, namun ajarannya tidak sesuai dengan pokok-
pokok ajaran dari agama yang menjadi induknya, maka hal itu
disebut penyimpangan agama/penodaan agama. Penyimpangan
agama/penodaan agama di Indonesia sangat berkaitan dengan

kehidupan sosial yang sya 7 orma, karena agama itu
sendiri memiliki peranan pgn'tﬁl'g‘%ﬁﬁm)i ehidupan sosial.'
<

Menurut Jalaludin
norma dalam kehidupan s
sosial merupakan nilaif r ydng menjadi tolak ukur
tingkah laku sosial. Jika Iti g di perlihatkan sesuai

dengan norma yang berlﬂf@ﬂﬁ%‘f@kh laku tersebut dinilai

baik dan diterima, sebaliknya jika tingkah laku tersebut tidak

sesuai atau WEDR%T aku, maka
tingkah laku Tersebut dinilar buru ngkah laku
yang menyalahi nommi wrm Msebut dengan tingkah

laku yang men ang. Pe1 impangan tingkah laku dalam
kehidupan ban A menimbulkan

keresahan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat beragama

perlu dipahami peran
3 ﬁ rma dalam kehidupan

penyimpangan yang demikian itu sering terlihat dalam bentuk
tingkah laku aliran keagamaan yang menyimpang dari ajaran
induknya. Salah satunya yaitu kasus penodaan agama yang
terjadi di Kabupaten Sampang Madura yang telah memperoleh

13 Diah Gustiniati.”Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar
Pemidanaan Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Penodaan  Agama  Di
Indonesia™ . Fiat Justitia Jurnal [Imu Hukum Volume 7 No. | Januari-April
2013

4 Tajus Subki.. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama”
¢-JOURNAL LENTERA HUKUM, April 2014, 1 (1): 54-65
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putusan hakim Pengadilan Negeri Sampang pada perkara
Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg dengan Terdakwa Tajul Muluk
Alias H. Ali Murtadha."

Sementara itu beberapa waktu lalu sempat ramai disemua
media mengenai tindak dugaan penodaan agama yang
dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahah Purnama (Ahok).
Lembaga Bantuan Hukum Laksi (LBH LAKSI) menilai
polemik penistaan agama merupakan peristiwa pidana mueni.
Itulah yang terjadi belakangan ini, saudara basuki Tjahaja
purnama (ahok) dengan Kasus penistaan agama (Surah Al
Maidah Ayat 51) yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) saat melakukan ﬁgltljﬁhgﬁwega di Kepulauan Seribu

berujung pada polemik ageni: tefécdap kitab suci umat
wm. £
[id

muslim di seluruh dur
(MUI) telah menyatakan
“penistaan kitab suci Al ¢

@¢lis Ulama Indonesia
\hok sudah melakukan

o »

nfdaferal[dinilai terdapat unsur
politik. Direktur Riset Setara Institute Ismail hasani berpendapat

Kasus ini menjadise

bahwa aparuNVER llTb hSati dalam
menggunaka ik'dtal pas ndafrg-tin aAg h m Pidana.
Menurut Ismail, delik ;I dwﬂiﬂx;an dimanipulasi dan

tidak murni untuk kepenfingan “agama.” “delik-delik penodaan
agama ini rcntan' NNE@*& untuk tujuan-
tujuan yang tidakmenjadi tujuan sesungguhnya dari adanya
delik-delik penodaan agama di dalam perundang-undangan
kita™.

Berdasarkan hasil riset setara Institute tercatat ada 97
kasus penodaan agama yang terjadi dalam kurun waktu 1965
hingga 2017. Jika ditelisik lebih jauh, kata Ismail, ada berbagai
macam konteks yang melatar belakangi seluruh kasus penodaan
agama tersebut. Menurut Ismail, sebagian besar kasus penodaan

'S Ibid.
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agama dilatarbelakangi konflik kepentingan, antara lain relasi
sosial, relasi bisnis dan konsentrasi politik.'®

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melihat ada
ketidaksesuaian mengenai penerapan Penetapan Presiden No
1/PNPS/ 1965 dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Untuk
itulah penulis tertarik utnuk meneliti hal tersebut dengan judul
Sanksi pelaku Penistaan Agama menurut Penctapan Presiden
No 1/PNPS/ 1965 perspektif Magasid syari'ah.

Fokus Penelitian & Pertanyaan Penelitian.

Fokus penelitian tesis Tinjauan Hukum

[slam terhadap Sanksi Penodaan Agama di

Indonesia perspektif Mé pada konsep Hukum
Islam dan Hukum Ponﬁf ngngkaji masalah tindak
penodaan agama di Indo %si'l mplgnemasi undang-undang
penodaan agama terha@p p
kemudian diturunkan menja
1. Bagaimana pemberlakifas

dalam hukum positif di Indonesia?

Fokus penelitian ini
| penelitian yaitu:
dang penistaan agama

2 Bagaima@“liMEiR&lzﬁFA&si pelaku

penistaan agama yarg I'lt_ur ;Kl: an-undang tersebut.
funan M INRDONESIA

1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui peraturan undang-undang mengatur tentang
tindak penodaan agama di Indonesia.

b. Menjabarkan analisis hukum postif dalam pandangan
hukum Islaam tindak penodaan agama.

o Kristian Erdianto. “Delik penodaan  Agama Dinilai  Rentan
kepentingan Politik™. dikutip dari kempas.com, diakses pada hari Rabu, 20
September 2017 jam 15.40 WIB
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2. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
ilmiah  bagi pengembangan hukum pidana pada
umumnya.

2, Penelitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
keilmuan terkait tindak pidana penodaan agama di
Indonesia.

Manfaat praktis da wcféhﬁf‘/‘ini,aalah:
Z

] Memeberikan jawaljan 'a]% na atas permasalahan
tindak pidana penofigar

2 Dapat pula menj gl penegak hukum,

sambil pertimbangan

hukum yang seadtl%’(ﬁ%ﬁﬂj@}

UNIVERSITAS
Sistematika Pembah155 I_ A M

Pcne]itianl!/N N‘E J\ '1 yang terbagi
dalam lima bab. Masing-masing babterdirt dari beberap subbab

guna lebih memperjelas  ruang lingkup dan  cakupan
permasalahan yang diteliti. Adapun urutan tata letak masing-
masing bab serta pokok pembahaannya adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan yang berisi latar belakang
permasalahan tindak pidana penodaan agama di Indonesia,
walaupun pemerintah Indonesia telah membuat peraturan yang
melarang seseorang untuk berbuat tindak pidana penodaan
agama, tapi seolah-olah regulasi yang dikeluarkan oleh
pemerintah seperti tidak menimbulkan efek jera kepada para
pelaku tindak pidana penodaan agama, disini dapat dilihat
bahwa ada kesenjangan antara das solen dan das sein,
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Selanjutnya ada fokus penelitian yang diturunkan menjadi
pertanyaan penelitian dikarenakan penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif, dan selanjutnya terdapat tujuan dan
manfaat penelitian kemudian sistematika pembahasan.

Bab II terdiri dari kajian penelitian terdahulu dan
kerangka teori. Kerangka teori berisi teori-teori yang dijadikan
pijakan untuk meneliti penelitian ini, teori-teori dalam
penelitian penulis terdiri dari, teori-teori hokum, teori maqashid
syariah, dan terakhir figh jinayah sebagai hukum yang mengatur
tindak pidana dalam hukum Islam.

Bab III merupakan bab metode penelitian, dalam bab ini
dijelaskan secara komprehensif Tipe penelitian, Jenis penelitian,
. pendekatan penelitian, Pﬁh?g_hxmm‘ian teknik pengolahan
bahan hukum dari penelit ;ﬁi ini.

Bab IV berisi uidjan
pembahasan guna membglias

Bab V merupakan
dan saran.

nadf | hasil penelitian dan
enelitian.
erdiri dari kesimpulan

SR

UNIVERSITAS
ISLAM

INDONESIA
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KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KARANGKA TEORI

A,

Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian atau penelitian mengenai Tindak Pidana penodaan
agama dalam perspektif hukum umum maupun hukum Islam
baik itu dalam bentuk disertasi, dan jurnal hasil penelitian
sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak,
diantaranya:

jurnal ilmiah dalam jurnal Indo-Islamika Volume I, nomor
2. 2012/1433 dengan judul Kebebasan dan Penodaan Agama:
Menimbang proyek “Jalan Tengah™ Mahkamah Konstitusi RI.
oleh Rumadi. Tulisan
mana Keputusan Mahk: 1‘5/:’1&11 1stituﬁ MK) Republik Indonesia
mempunyai perspekti =

n ebasan beragama dan

)
penodaan agama dalanp(At
UU No. 1/PNPS/1965 fhtang

Penodaan agama. ' >

san| terhadap judicial review
m
ncegahan Penyalahgunaan atau

Jurnal ilmiah dales(finialf (¥safh Journal of Comparative
Law, Volume 7, Issue 1 dengan judul Law and Religion in

Indonesia: bNtVERSTJT‘AmSmy law, oleh

Melissa : roticly. lit ni' mcmfekuskan  pada

menguraikan analisal gTdap lMtu Putusan MK yang
pa a

mengundang kontroversi a ‘saat dan pasca persidangan, yaitu
Putusan Pengu Eesrfﬂr 1/ PNPS/Tahun
1965 yang dikeluarkan pada 2009 atau lebih dikenal dengan
sebutan *Putusan Pengujian UU Penodaan Agama’. Dr. Melissa
Crouch, seorang Rescarch Fellow di Melbourne Law School,
Australia memberikan analisa terhadap Putusan tersebut dalam
“Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the
Blasphemy Law™ vyang dimuat pada Asian Journal of
Comparative Law (2012). Kajiannya mencoba untuk menemukan
bagaimana hubungan antara negara dan agama diartikulasikan

' Rumadi. “Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang proyvek
“Jalan Tengah” Mahkamah Konstitusi RI™ Jurnal Indo-Islamika Volume 1,
nomor 2. 2012/1433.

15
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dan ditafsirkan di Indonesia, serta sejauhmana batasan terhadap
kebebasan beragama dapat dirumuskan dan dibenarkan.”

Jurnal ilmiah dalam jurnal Pandecta. Volume 7. Nomor 2.
Juli 2012 dengan judul Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan
Agama, oleh Hijrah Adhyanti Mirzana. Artikel ini membahas
tentang kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan di Indonesia
yang diatur dalam Pasal 28 E angka 1 dan 2 Undang-undang
Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kebijakan kriminalisasi delik penodaan agama dalam KUHP dan
Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965?. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa delik penodaan agama diatur dalam Pasal
156a KUHP dan Pasal 1 Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965.
Pasal 156a KUHP pada pogkhFk Mbhgattyr tentang tindak pidana
penodaan agama yang d¢ ar supaya orang tidak
ikan Ketuhanan Yang

menganut agama apapun j Jga,

Maha Esa, sedangkan ketd g.tu l%’ netapan Presiden No.
1/PNPS/1965 mengatur |@Hen siran agama/kegiatan

keagamaan yang menyim cdokok ajaran agama itu.
=}

Selain KUHP Indonema’}jﬁﬂlﬁ&ﬁi@imﬂ’ Indonesia yaitu

melindungi perasaan masing-masing warga negara /penduduk
yang meme@ NI‘VEIR SII IAQ tertentu.
Perbedaannya terletak pada perumusdnnya onsep KUHP telah
menyempurnakan — run a KUHP  dengan
merumuskan tind d ng, tergolong dalam
tindak pidana pen mé Nﬁgi agama. Namun
mengingat Pasal 1 Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 yang
mengatur mengenai penafsiran agama/kegiatan keagamaan yang
menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu, dipertahankan
oleh putusan Mahkamah konstitusi, sebaiknya ketentuan pasal ini

juga diintegralkan dalam tindak pidana penodaaan agama dan
kehidupan beragama yang dirumuskan di dalam Konsep KUHP.}

2 Melissa A. Crouch. ™ judul Law and Religion in Indonesia: the
Constitutional Court and the Blasphemy faw”. Asian Journal of Comparative
Law, Volume 7, Issue 1. 2012,

3 Hijrah Adhyanti Mirzana. ™ Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan
Agama”. Jurnal Pandecta. Volume 7. Nomor 2. Juli 2012.



17

Jurnal ilmilah dalam jurnal ilmu Hukum Volume 7 No. 1
Januari-April 2013, dengan judul Analisis Pertanggungjawaban
Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penodaan Agama Di Indonesia oleh Diah Gustiniati Maulani.
Jurnal ini menulis tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama, dan dasar
pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama di
Indonesia.  Menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif
disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dan dasar hukum
yvang dapat diterapkan terhadap delik penodaan agama adalah
apabila terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 156a

Jurnal  ilmial cz@un 5 |Lex et Societatis,
Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013 feng ik Penodaan Agama di
Tinjau dari Sudut Pandz%' ina di Indonesia, oleh
Randy A. Adare. Tulisair ini kan pada pembahasan
Negara Indonesia yang ltzglti : pulti etnik dan multi ras

dapat terhindar dari hal- l}g&j mﬁmn khususnya konflik-
konflik antar umat er‘ a m rangka memberikan
perlindungan VE bagi setiap
warga ncg_,arﬂﬁi m‘gr‘?ﬁ penodaan
terhadap agama dlaturl %&A P. Oleh karena itu
perangkat  peraturan g-uhdahgan yang mengatur
mengenai delik H dNA$ n di reevaluasi
kembali sehingga delik agama dapat angml secara profesional
dan proporsional oleh aparat penegak hukum.*

Jurnal ilmiah dalam jurnal UNISIA, Vol. XXXV No. 78
Januari 2013 dengan judul Mencari Benang Merah Konstitusional
antara kebebasana beragama dan penodaan agama, dari Konsep

Blasphemy law hingga pelarangan ahmadiyah di Indonesia oleh
Agus triyanta. Tulisan ini membahas tentang hubungan dan

* Diah Gustiniati maulani, ~Pertanggungjawaban Pidana dan Dmm‘
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia”
Jurnal Himu Hukum: Volume 7 No. 1 Januari-April 2013,

3 Randy A. Adare. ™ Delik Penodaan Agama di Tinjau dari Sudut
Pandang Hukum pidana di Indonesia.” . jurnal Lex et Societatis. Vol.I/No.l/Jan-
Mrt/2013.
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benang merah antara teori Blasphemy law dan pelarangan
Ahmadiyah di indonesia.  Blasphemy law adalah hukum
penghinaan agama, yang ini menjadi instrumen dalam menjaga
agama (khususnya Kristen di Barat) dari berbagai bentuk
penghinaan3, hukum ini diterapkan dalam banyak kasus di negara
Barat, untuk melindungi hak beragama seseorang. Atas dasar
itulah, maka di dunia Barat pun, tindakan yang dapat dinilai
mengarah pada penghinaan terhadap suatu ajaran agama, tetap
dilarang, sekalipun atas dalih bahwa hal itu adalah keyakinan
yang dianut seseorang atau kelompok orang.®

Jurnal ilmiah dalam Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013, dengan judul Analisis Normatif
Putusan  Pengadilan a  Provinsi NTT
Nomor.32/32/PID.B/2002 gé Penoddan Agama oleh Ibbat
Khaligah Sapulangga. Pe U)' i
penodaan yang di dakwmId aztuntutan yang pertama
melanggar pasal [V ayat 1 kJU n tahL{ﬂ 946 tentang Peraturan
Hukum Pidana dan dakwda anggar Pasal 156 huruf a

KUHP, setelah menjalmn zm hakim menjatuhkan
putusan pidana penjara bc.lJma Jﬂ(iz%jl’:gzahun Tujuan penelitian
ni dunaksuu v $ Tﬂ ana hasil
persidangan Nlu Eﬁi AO #§\ watentang
tindak pidana penodaanja —s a depan menganalisis unsur-
unsur dakwaan pasal 15! LA pakah telah terbukti dan
memenuhi rasa ke'N@@NE 81'; Mglkan.

Jurnal ilmiah dalam jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion

Edisi I, Volume 1 Tahun 2013 dengan judul Tinjauan Yuridis

tentang Peran kepolisian dalam Melakukan Pencegahan
Penyalahgunaan Tindak Pidana Penodaan Agama, olech
Armawansyah. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini

® Agus trivanta " Mencari benang Merah Konstitusional antara

kebebasana beragama dan penodaan agama, dari Konsep Blasphemy law
hingga pelarangan ahmadivah di Indonesia™ jurnal UNISIA. Vol. XXXV No. 8
Januari 2013.

7 Ibbat Khaliqah Sapulangga. “Analisis Normatif Putusan Pengadilan
Negeri Bajawa Provinsi NTT Nomor.32/32/PID.B/2002 tentang Penodaan
Agama”. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana [lmu Hukum, Juni 2013
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berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan agama dan
penodaan agama, Kepolisian sesuai dengan peran dan fungsinya
berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor
I/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan /
atau Penodaan Agama, bertujuan untuk melindungi agama dan
praktik beragama yang berkembang di masyarakat dan
melindungi setiap keyakinan agama dan praktik yang dilakukan
oleh pengikutnya dari penodaan dan kecenderungan berbuat
tindak pidana terhadap agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, dibentuklah Badan
Koordinasi ~ Penganut ~ Aliran  kepercayaan  Masyarakat
(Bakorpakem) dan PP 95 mengenai prosedur
penentuan aliran sesat, wewenang kejaksaan
untuk membubarkan org
tetapi dalam proses penyghidi perjyidikannya merupakan

U ||

Jurnal ilmiah dalam3urn: ENESI Vol 3, No 1 (2014):
Volume 3 No.l 2014, d enakan Hukum Aliran
Sesat di Indonesia Tinjau F%j)letapm residen PNPS No.1 tahun

1965 lentanu ai ERISTTd a$l Penodaan

Agama oleh Ma Al i in Aen\ skan pada

permasalahan Aliran $Hnﬁn U 1 problem tersendiri
nd1 In

dalam penegakkan hukun oensia

Penetapan I:N-QNES'Iﬁ 1965 tentang
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang sudah sekian
lama hadir, nyatanya belum mampu dimaknai dengan bijak oleh
banyak kalangan. yang menjadi dasar argument bagi mereka
yang kontra terhadap undang undang aliran sesat adalah, Hak
Asasi Manusia. Mereka yang tidak setuju terhadap undang

fan yang menyesatkan,

undang aliran sesat, seringkali berargumen bahwa undang undang
tersebut telah melanggar hak asasi seseorang, nyatanya pasal 28J
UUD 1945 membatasi kebebasan tersebut dengan sangat bijak.
Maka bebas itu bukan tanpa batas sebagaiman ditafsirkan, namun

Y Armawansyah. “Tinjauan Yuridis tentang Peran kepolisian dalam
Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Penodaan Agama.
jurnal IImu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 1, 2013.
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Undang Undang dihadirkan sebagai pagar pembatas demi
terciptanya keadilan dalam bernegara.’

Jurnal ilmiah dalam e-JOURNAL LENTERA HUKUM,
April 2014, 1 (1). Dengan judul Analisis Yuridis Tindak pidana
penodaan agama (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor:
69/Pid.B/2012/PN.Spg) oleh Tajus Subki, Multazaam Muntahaa,
dan Ainul Azizah. Tulisan ini membahas Kebebasan beragama di
Indonesia yang dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua
pada Pasal 28E ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula
pembatasan dalam konstitusi tersebut. Warga negara yang tidak
mentaati pembatasan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai
dengan aturan dalam ndang Hukum Pidana
(KUHP).

Setelah  diundang pan Presiden Nomor
1/PNPS/1965 tentang P¥ alians Penyalahgunaan dan atau

ut Umum menggunakan

f o e

dakwaan kumulatif dengﬁ ‘tetap memulih Pasal 156a huruf a
KUHP dan uwg JTLA ebut karena
kedua pasa sebat bu Eﬁl:m n lsidana yang
sejenis. IT

Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun. Pasal
156a KUHP mfiE‘isrﬁ) tahun penjara.
Ancaman tersebut memang tergolong sangat tinggi dan berat,
karena pembuat undang-undang menganggap akibat yang
ditimbulkan oleh tindak pidana penodaan agama sangat serius
bagi negara dan masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri Sampang
seharusnya memvonis Terdakwa dengan menjatuhkan pidana

penjara 4 (empat) tahun sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut
Umum, sehingga Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap

Y Emy Hajar Abra. “Penegakan Hukum Aliran Sesat di Indonesia
Tinjavan Undang-Undang PNPS No.l tahun 1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atan Penodaan Agama™ DIMENSI Vol 3. No | (2014):
Volume 3 No.l 2014



21

terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori
gabungan.'’

Jurnal ilmiah dalam jurnal ilmu syariah dan hukum, Vol.
Vol. 49, No. 1, Desember 2014 dengan judul Prilaku Penistaan
Agama dalam Struktur Budaya Politik Lokal Pada Kerajaan
Islam di Jawa (Sebuah Telaah Politik Hukum) oleh Syaparuddin.
Tulisan ini membahas tentang kerajaan Islam di Jawa khususnya
pada Kesultanan Demak dan Kasunanan Surakarta yang
mempunyai tradisi menempatkan ulama pada posisi dan peran
yang tinggi di pemerintahan dan itu merupakan tugas mereka
yang mulia baik secara perorangan maupun kelompok yang

ar ma ruf nahi munkar
membimbing  untuk
rama dalam kehidupan

bertugas untuk mendalamjz HENHPE
kepada  masyarakat b@kan dapa&
,a &

mengamalkan dan mener: ¢ la
bi [luas, maka pendekatan

ik h@ m.

beragama dan bermasyarﬁt
yang dipilih adalah pende

Pertama politik daldh| sebuah studi yang
mencakup  kebijakan négar(fie @Jj hukum yang akan
diberlakukan atau tidak diberiakukan dalam rangka pencapain
tujuan negaralm lat i hIs sigl=dan budaya
atas lahirnya n TM )EE;SIE A$kum pada
kenyataan di masyaraka

Selanjutnya  dalam menjawab  kasus ini  penulis
menggunakan aSLiN)@ @NE@IuAMas politik atau
politik determinan atas hukum atau pada posisi yang sederajat
determinasi seimbang antara satu dengan yang lain. Artinya
konfigurasi politik suatu negara suatu negara akan melahirkan
karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Selain itu
tulisan ini terbatas pada kasus yang pernah terjadi di Kesultanan
Demak dan Kraton Kasunanan Surakarta terkait pada kebijakan
Sultan dan Sunan tentang kewenangannya sebagai pemangku

' Subki. Muntahaa. dan Ainul Azizah. * Analisis Yuridis Tindak pidana
penodaan  agama  (Putusan — Pengadilan — Negeri Sampang  Nomor:
69/Pid.B/2012/PN.Spg). e-JOURNAL LENTERA HUKUM, April 2014,
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kebijakan tertinggi dalam pemerintaaahan termasuk  bidang
agama.'’

Jurnal ilmiah dalam PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol.
15, No. 2, Desember 2014: dengan judul DERADIKALISASI
AGAMA MELALUI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL-
INKLUSIV (Studi pada Pesantren Imam Syuhodo Sukoharjo)
oleh Rohmat Suprapto. Tulisan ini membahas tentang kehidupan
beragama di Indonesia sangat dinamis dengan munculnya
berbagai kasus yang berlatar belakang radikalisme keagamaan.
Radikalisme keagamaan telah mengakibatkan ribuan nyawa
melayang dan kerusakan fisik yang luarbiasa. Tetapi yang lebih

mengerikan adalah jalinan jan dan kepercayaan antarwarga
sebagai modal social dé}}ﬁﬁ" e i yang cukup dalam.
Pemerintah telah m &;al b gai langkah seperti
pembentukan BNPT, D dQ -undang anti-teror dan
peraturan pemerintah ten&mg r'&u‘n enghujatan / penodaan
agama.'? 1;

Jurnal ilmiah dala ;,yg ) LE Vol 2, No 3, dengan

o

“Iindak Pidana Penodaan
Agama di Indonesia. Oleh Puspa mayang Sari. Penulisan ini

memfokusk N ira ng kembali
o i | Dol ST 5 S

menjadi topik pembluag terhaalg,at di, masyarakat Indonesia.

Kebebasan  yang t reformasi  yang

disalahartikan telah qﬁm ap dan perbuatan
yang jauh men N 1a agama yang

sebenarnya, seperti timbulnya berbagai aliran-aliran kepercayaan

judul Analisis KriminolGgis

yang telah dinyatakan sesat oleh pemerintah serta lembaga-
lembaga lainnya. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU),
misalnya, pernah melansir bahwa ada 250 aliran sesat yang eksis
di Indonesia.

"' Syaparuddin  "Prilaku Penistaan Agama dalan Struktur Budava
Politik Lokal  Pada Kerajaan Istam di Jawa (Sebuah Telaah Politik Hukum)™
jurnal IImu Syariah dan Hukum, Vol. Vol. 49, No. 1, Desember 2014

PRohmat  Soprapto,  “DERADIKALISAS]  AGAMA MELALUI
PENDIDIKAN MULTIKULTURAL-INKLUSIV (Studi pada Pesantren Imam
Swuhodo Sukoharjo). Provetika Jurnal Studi Islam, Vol. 15, No. 2. Desember
2014,
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Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penodaan
Agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
adalah terdapat di dalam Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama,
di dalam Pasal 156a KUHP, maupun pengaturan-pengaturan lain
vang ditetapkan oleh lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama
Indonesia (MUI), Badan Koordinasi Pengawas Aliran
Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kejaksaan Agung baik di
tingkat pusat maupun di daerah.Beberapa faktor penyebab
timbulnya aliran sesat, antara lain : kegagalan Pembinaan Agama,
Lemahnya Penegakan Hukum (Lau Enforcumenr), Munculnya
Pembela Ahran Sesat, e

kondm terpuruknya ekon

penyelamatan."” JU&;‘JJJ }L

Jurnal ilmiah dalam mal Cita Hukum. Vol. II No. 2
Desember 20} 5 V osrrb n Peragama dan
Penodaan AQ;N aR( ah Asusan MK
No.140/PUU-VII/2009 1§ ayal Jurnal ini membahas
mengenai  Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di
Indonesia. KehacIN.n@NEaSll mlstitusi di era
reformasi merupakan upaya penguatan terhadap dasar-dasar
konstitusionalisme pada Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini berperan menegakkan
dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara (the
protector of the citizen’s constitutional rights) dan pelindung
HAM (the protector of the human rights). Termasuk dalam hal

ini, hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah serta
ajaran  agamanya masing-masing, sesuai dengan amanat

I3 Pyuspa Mavang Sari. “Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana
Penodaan Agama di Indonesia™ jurmal POENALE Vol 1, No . September,
2015.
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konstitusi. Namun, disisi lain ada wacana kebebasan berekspresi
dan kebebasan berpendapat termasuk didalamnya kebebasan
untuk menyiarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang
“menyimpang” dan bertentangan dengan “mainstream” keyakinan
dan pemahaman keagamaan pada umumnya, seperti dalam kasus
Ahmadiyah. MK dalam hal ini dituntut untuk mampu
memberikan sikap terbaik saat dihadapkan judicial review dalam
kasus ini selain tetap dituntut untuk mengawal konstitusi agar
dapat berjalan sebagaimana mestinya.'

Jurnal ilmiah oleh dalam jurnal Jurnal Ilmu Hukum Legal
Opinion Edisi I, Volume 1, Tahun 201 3, dengan judul Tinjauan
Yuridisi tentang peran kepolisian dalam melakukan pencegahan
|Bld#hd penodaan agama  oleh
gkat dalam tulisan ini
lahgunaan agama dan
dﬁl san peran dan fungsinya
berdasarkan Penetapan Républik Indonesia Nomor
I/PNPS tahun 1965 tené Cheegaliah Penyalahgunaan dan /
atau Penodaan Agama,/f@v Jﬁ}j‘f ¥ melindungi agama dan
praktik beragama yang berkembang di masyarakat dan

melindungi E?N:EWEF1$¢1FF<}&$ glg dilakukan
oleh pengikutnya dari penodaan dan Kecenderungan berbuat
tindak pidana terhadad ia_”AM

Dalam perkembangan _selanjutyva, dibentuklah Badan
Koordinasi FMD GM E‘gchm Masyarakat

(Bakorpakem) dan PP No. 1 Tahun 1995 mengenai prosedur
penentuan aliran sesat, yang merupakan wewenang kejaksaan

penyalahgunaan  tinde

Armawansyah. Permasj
berkaitan dengan perg&g
penodaan agama, Kepo iga

untuk membubarkan organisasi atau aliran yang menyesatkan,
tetapi dalam proses penyelidikan dan penyidikannya merupakan
tugas dari Polri. Metode pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya

4 Yayan Sofyan, “Menyoal Kebebasan Beragama dan  Penodaan
Agama di Indonesia (Telaah atas Putusan MK No.140/PUU-1'I12009 " Jurnal
Cita Hukum: Vol. Il No. 2 Desember 2015.
5 Armawansvah. “Tinjavan Yuridisi Tentang Peran Kepolisian Dalam
Melakukan Pencegahan Penvalahgunaan Tindak Pidana Penodaan Agama”™
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume | |, Tahun 201 3
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penelitian dilakukan dengan merujuk pada norma hukum yang
berlaku dalam masyarakat maupun yang ada dalam hukum
positif.

Delik Penyalahgunaan dan Penodaan Agama diatur di Pasal
156a KUHPidana tidak berasal dari Wetboek van strafrecht
(WvS) Belanda, melainkan dari Penetapan Presiden Republik
Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan / atau Penodaan ‘Agama. Secara normatif
negara hanya melindungi agama yang diakui dan dinyatakan
resmi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Jurnal ilmiah dalam Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No.

4/Apr/2016 dengan judul 1 bagi Pelaku Kejahatan

penodaan  Agama dale a dengan Kebebasan
Beragama mnurut Ha a di Indonesia, oleh

Stephanus Tilung Arifin. [B

yaitu dengan mengetahui— kv
kejahatan penodaan agama,
hak bcrag,am v

Kajian telhad'lp
Perbedaan penelitian

bahas tentang Penelitian
analisa proses hukum
h hubungannya dengan
manusia di Indonesia

dang-undangan tentang
hak akan kebebasan beragama, dan

ER sil TAA rSldonesm e
ISLIA

gamp bukanlah hal baru,
berbagai penelitian

masalah yang

mnind ok N SN SR

menjadi fokus p

vang di berikan dalam penaggulangan tindak pidana penodaan
agama dan bagaimana Hukum Islam (Maqasid) memandang
hukum yang berlaku, apakah sesuai dengan yang diamantkan oleh
undang-undang dan tidak melanggar HAM.

gaimana sanksi

10" Stephanus Tilung Arifin. ™ Proses Hukum bagi Pelaku Kejahatan
penodaan Agama dalam hubungannva dengan Kebebasan Beragama mnurut
Hak Asasi Manusia di Indonesia” Jurnal Lex et Societatis, Vol. 1V/No.
4/ Apr/2016.



B.

26

Kerangka Teori
1. Penodaan Agama dan Pengaturan Tindak Pidana
Penodaan Agama
a. Pengertian Tindak Penodaan Agama

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut
dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian
dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan

tersebut.!’

Menurut Koentjaraningrat, agama merupakan suatu system
yang terdiri atas empat komponen:'*

ISLAM .
mpan yang ményebabkan manusia itu
bersikap relig f)ru

b. System keya @m

a. Emosi keage

..
i

16% andung segala keyakinan

entarig sifat-sifat Tuhan, wujud
alam gaib, s Ea se nigi norma, dan ajaran dari
religi yang ber

c. System ritus—2
manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-
e PN N R S e o st

d. Umat atau, kesatuan social ,yang menganut system
keyakinan tI: L yang melakukan system

o ETONES
Keempat! ko m a } IIAH satu sama lain

sehngga menjadi suatu system yang terintegrasi secara utuh,

kepentingan agama menyangkut kepentingan mengenai emosi
keagamaan, system keyakinan, system ritus dan umat yang
merupakan satu kesatuan. Hal inilah yang menyebabkan

17 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional edisi ketiga, 2002), hlm. 74.

'S Koentjaraningrat,  Kebudayaan, Mentalitas, dan  Pembangunan,
(Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 144-145.
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diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap agama atau
kepentingan agama.'’
Sedangkan pengertian dari tindak pidana agama dapat

dibedakan menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu:*

I. Tindak Pidana Menurut Agama

2. Tindak Pidana terhadap Agama:

3. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Agama

dan Kehidupan Beragama.

Delik agama dalam pengertian tindak pidana “menurut
agama”. menurut Barda Nawawi Arief. dapat mencakup
perbuatan-perbuatan  yang hukum yang berlaku
merupakan tindak pidan (gznﬁséﬁm dany sudut pandang agama
Juga meruoakan perbua ﬁl t ercela, atau perbuatan
idana menurut hukum

1/t

lang agama merupakan

Delik agama dalzy%if geffigryfielik terhadap agama,
terlihat terutama dalam Penetapan Presiden Nomor 1 PNPS 1965

dan khususnm 6a §<mdeﬁla agama dan

melakukan p tan! agar y hgan ma). Pada

delik agama dalam pen af deli "tﬂMﬂp agama’ (pasal 156
RN

KUHP) awalnya tidak dijumpar dalam kefentuan KUHP. Delik ini
ditujukan khususlNNiE@bAdan kemuliaan
Tuhan, Sabda dan Sifatnya, Nabi/ Rasul, kitab Suci, Lembaga-
lembaga Agama, Ajaran Ibadah Keagamaan dan tempat beribadah
atau tempat suci lainnya.

Perlu ditegaskan, bahwa delik agama dalam pengertian
“delik terhadap agama®, yakni pasal 156a dalam KUHP. sudah
ada sejak dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 1 PNPS

1 Koentjaraningrat, Kebudavaan...., hlm. 244-145,

2 Barda Nawawi Arief, Delik Agama  dan Penghinaan  Tuhan
(Blaspheny) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai negara, (Semarang: BP
UNDIP, 2010), him, 1.

U Ibid,. him, 21.



28

1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama,
Lembaga Negara No. 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965,
di mana salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 Penetapan Presiden
Nomor 1 PNPS 1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal
156a.

Adapun delik agama dalam pengertian “yang berhubungan
dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”, tersebar
antara lain di dalampasal 175-181 dan 503 ke-2 KUHP yang
meliputi perbuatan-perbuatan:

a. Merintangi pertemuan atau upacara agama dan upacara
penguburan jenazah (pasal. 175)
b. Menggangu p pacara keagamaan dan

b1 176)

¢. Menertawakan| 5 ?PE la dalam menjalankan
tugasnya yang (dH 77 ke-1)

d. Menghina bel&bel giiuan ibadah (pasal 177
ke-2)

e. Merintangi pe,d”aga: at ke kuburan (pasal
s ey

f. Mgnedai gau 1 EH q_jga_'l ), menggali,
mgmm ugl A‘ 0).

g. Menyembun § 1ghilangkan  jenazah
menyembunyika nt_matnn ahiran (pasal 181)

h. MemblnN@@NE@wllﬂuk ibadah atau

pada waktu obadah dilakukan (pasal 503 ke-2)

Delik yang berhubungan dengan agama atau terhadap
kehidupan beragama ditujukan unntuk menciptakan rasa aman
dan ketentraman umat beragama dalam melakukan aktivitas
agama dan keagamaan, merupakan kepentingan hukum yang baru
dilindungi dalam rangka ketertiban umum. Agama dalam delik ini
tidak menjadi obyek perlindungan, karena dianggap bukan, yang
menjadi  kepentingan hukum adalah aktifitas agama dan
keagamaan, seperti merintangi upacara agama dan upacara
penguburan jenazah atau membuat suasana gaduh ditempat
ibadah sehingga mengganggu jalannya ibadah.
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Teori-teori delik Agama

Teori-teori delik agama bermaksud menjelaskan landasan
teoritik atau latar belakang pemikiran konsepsional mengenai
perlunya dilakukan kriminalisasi delik agama. Teori-teor1 delik
agama ini pertama kali dikemukakan di Indonesia oleh prof.
Oemar Senoadji, SH dalam symposium “Pengaruh Kebudayaan
dan Agama terhadap Hukum Pidana™ di Bali pada tahun 1975,
dan dalam tulisan beliau berjudul “delik agama™.

Teori-teori delik agama yang dikemukakan Prof. Oemar
Senoadji itu intinya sebagai berikut :*>
1. RELIGIONSSCHUTZ-THEORIE  (teori  perlindungan

“agama’)

Menurut teori ini, (/;LilﬁlrﬂAMI sehdiri yang dilihat sebagai
kepentingan hukupgata )%1 ¢ akan dilindungi (yang
dipandang perlu it u@gi) oleh negara, melalui

Z
vagg dibuatnya;
1 E (té{b 1 perlindungan “perasaan

I
keagama-an™) \
Menurut teori ini, lé HJM)[ @Lm yang akan dilindungi

adalah “rasa/perasaan Keagamaan™ dari orang-orang yang

peraturan perundal

beraganfa; J}Y%Rl
3. FRIEDE SN Z- OR Sl‘(lt:oesperlindungan

“perdamaian ket(il EAM ragama’”) objek atay
kepentingan hukum vyang dilj nenurut teori ini adalah
"kedamamallmg %$] konfessnonal (di
antara pemeluk agama/kepercayaan)” atau yang dalam istilah
jermannya disbut “der religios interkonfessionelle Friede”
(Catatan : religios = beragama, interkonfessionelle = di antara

pemeluk agama/kepercayaan; Friede = perdamaian, pen). Jadi
lebih tertuju pada ketertiban umum ang akan dilindungi.

22 Barda Nawawi, Delik Agama * Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy)
Di Indonesia Dan  Perbandingan Berbagai Negara’ (Semarang: Badan
Universitas Diponegoro, 2008), him, 2
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¢. Pengaturan Tindak Pidana Penistaan Agama

Pengaturan tindak pidana agama dalam KUHP pada
awalnya hanyalah mencakup pengertian tindak pidana yang
berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama,
namun setelah adanya penambahan Pasal 156a ke dalam KUHP
berdasarkan Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965,
barulah pengertian tindak pidana terhadap agama tercakup dalam
KUHP.

Selain pasal 156a KUHP, sebenarnya Pasal 1 Penetapan
Presiden Nomor 1/PNPS/1965 juga merupakan tindak pidana
agama, hanya saja tidak diintegrasikan dalam KUHP, adapun
jenis perbuatan yang dilarang d’ilam pasal 1 tersebut adalah

melakukan penafsiran dap_k -kegiatan keagamaan yang
menyimpang dari poko opok%lkAeﬁ‘ﬁ‘ran agama yang dianut di
Indonesia. Namun keter @an arugdapat dipidana, menurut
Pasal 3 Penetapan Presi @ 12ANPS/1965 apabila telah

perbuatan itu (berdasar

rsarga Menteri Agama jaksa
agung, dan Menteri Dala

Dre isasi/aliran kepercayaan
i dibubarkan/dinyatakan
terlarang oleh Presiden Republik Indonesia, namu orang atau

organisasi 'tUN[i'\M”E"R &J;FA s

Penetapan Preqi(ls 0. m 65 merupakan hukum

yang melakukan perb

positif yang mengatur tindakan-tindakan yang dilarang dalam
rangka melmdurlN@@NESllAmgl ketentraman
hidup beragama. Penjelasan Penetapan Presiden No.
1/PNPS/1965 menyatakan: Pertama, undang-undang ini lahir
untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dari ajaran-
ajaran pokok suatu agama. Kedua, undang-undnag ini
dimaksudkan untuk melindungi ketentraman beragama dari
penghinaan serta dari ajaran-ajaran yang mengajak untuk tidak
memluk agama yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku pidana
harus mempunyai unsur-unsur yang membentuk adanya tindak
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pidana dan adanya aturan atau ketentuan yang melarang, yang

discbut dengan asas legalitas yaitu Nullum Delictum Nulla

Poenasine Preavia lege Poenali, yang berarti suatu peristiwa

tidak dapat dikenai hukuman selain atas kekuatan peraturan

undang-undang pidana yang mendahuluinya.”*
Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana
terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua:**

a. Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama (against)
adalah benar-benar membahayakan agama dan yang diserang
secara lansung. Di sini perbuatan maupun penryataanya
sengaja ditujukan lansung kepada agama.

b. Tindak pidana yang b?ﬁ@_@m_a‘mv berhubungan dengan
agama (relating, conceﬁling) adalaly tidak ditujukan secara

lansung dan membahay %(a ilg endiri.
@ Z
Pada umumnya o-@g cbuti [tindak pidana agama

dalam konotasi seperti ylgg digihjuk %’Ha tindak pidana yang

pertama, tidak termasuk “tinddK. pi¥mma—yang kedua, sehingga
dapat dilakukan tindak p;(%ﬂzmj‘ {dalam pengertian sempit.
Sedangkan tindak pidana agama dalam pengetian yang luas

mencakup baUnNIMER&{ﬁEAI&aR pidana

yang kedua.

Tindak pidana )I/eé IETuju%rMhadap agama dapat
ditemukan dalam th @NESS IiAS? KUHP yang

selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 156

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan
permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau
beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan ancaman
pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah™.

3 Van Apeldoom, Pengantar Hnue Hukum, alih Bahasa: Octarid Sidono,
(Jakarta: Pradnya Pramita, 1993), him 324,

* Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidan Tertentu di Indonesia,
(Bandung: refika aditama, 1982), him. 149.
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Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima
tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan
perasaan atau melakukan perbuatan

1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyelahgunaan
atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama
apapaun juga, yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa
Pasal 157

(1) Barang siapa  menyiarkan,  mempertunjukan  atau

!\)

menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang

isinya mengandung
kebencian atau peng @aan
rakyat Indonesia, d 1%3 ipaya isinya diketahui
atau lebih diketahui am|dengan pidana penjara
paling lama dua tah %enm 11anﬁtau pidana denda paling
iah>

(2) Jika yang bersalah nﬂa%(_. k Wan tersebut pada waktu
2oLl =

menjalankan pencanriannya dan pada sat itu belum lewat

lima tamﬂj!ﬁv i uafgjﬁi ap karena
kejahata madany 1 g $lg lﬁltan dapat
dilarang menjalank se carightegsebiut

Ry

Sebagai tindak lanjut upaya pemerintah dalam melindungi
negara dalam ranI:NP@HE@IaA:&b khusus yang
berjudul “Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan
Beragama”. Diadakannya bab khusus mengenai tindak pidana
agama tersebut merupakan wujud dari upaya pembaharuan

kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam rangka mewujudkan
ketertiban umum.?’

erasaan permusuhan,
atau terhadap golongan

3 Ibid, Him. 10
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d. Bentuk-bentuk Tindak Pidana terhadap Agama
Bentuk-bentuk tindak pidana yang dimuat dalam buku II

dan buku III KUHP disebutkan secara rincu sebagaii berikut:*

1. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan

terhadap golongan rakyat Indonesia karena Agama (Pasal

156).

Di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan

{\)

perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama
(Pasal 156a huruf a).

3. Di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan
perbuatan agar supaya orang tidak menganut agama apapun
(Pasal 156a hurut'b).

4. Menyiarkan, mempert Qukan
lukisan di muka umun l‘%ya

atau terhadap golonge %golo
karena agama (pasal 139

rempelkan tulisan atau
e%mengandung pernyataan

perasaan permusuhan, penghinaan di anatara

tam
n rag{yat Indonesia, termasuk
>

5. Dengan Kkekerasan d}g”@uﬁ,m i=4fekerasan  merintangi
pertemuan atau upacaraﬂéagmn’aan yang bersifat umum dan

diizinkan (gjﬂfv
6. Menggang riemudin Eﬁs§llﬁhl§ng bersifat

umum dan diizinkan 176

7. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang
diizinkan (PaszllN?@@NESl A

8. Menghina benda-benda umtuk keperluan ibadat di tempat
ibadat atay pada waktu ibadat dilakukan (Pasal 177 Ke-2).

9. Membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat
vang dibolehkan (Pasal 503 Ke-2)

10. Petygas agama yang melakukan upacara perkawinan ganda
(Pasal 530 Ayat 1).

¢ Mudzakkir, Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Undang-Undang Nomor [/PNPS/1965
Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Atau Penodaan Agama (Kajian
terhadap Praktik Penegakan Hukum dan prospek Pengaturannya dalam hokum
Positif Indonesia) ( Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012) hlm, 12-13.
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11. Menyatakan peruntungan, mengadakan peramalan atau
penafsiran impian (Pasal 545)

12. Menjual jimat-jimat atau benda yang memiliki kekuatan gaib
(Pasal 546 Ke-1).

13. Mengajarkan ilmu kesaktian yang bertujuan menimbulkan
kepercayaan jika melakukan perbuatan pidana tidak
membahayakan dirinya (Pasal 546 Ke-2).

14. Memakai jimat atau benda-benda sakti pada saat memberikan
kesaksian di pengadilan di bawah sumpah (Pasal 547).

POLITIK HUKUM PIDANA.
olitik hukum pidana, maka tidak
n | Shéndéna politik  hukum  secara

ad%l

hukum adalah usaha
untuk mewuj udukan per: g\ra yang baik dengan situasi
1kemukakan juga bahwa

Berbicara mengenai
terlepas dari pembica

keseluruhan karena hukyg pi h salah satu bagian dari

politik hukum merupa a;,ara melalui  alat-alat

perlengkapannya y'm;,_, dgﬁ@ﬁﬂ@k menetapkan pertauran

peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan

untuk menceta) N I/VERAS IT A s

Senada dengan pernyataan di atas, Solly Lubis juga
mengatakan bahwa p 'E[LNCA‘M adalah kebijaksanaan
politik yang me lﬂ t'rq'%\ yang sehariusnya
berlaku  meng ‘N @ cgf nasyarakat  dan
bernegara.’®

Mahfud M.D., juga memeberikan defenisi politik hukum
sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah

dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga
mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi

7 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung, Alumni, 1981). him,
159

* Solly Lbuis, Serba-serbi Politik dan Hukum, (bandung,: Mandar
Maju, 1989), him, 19,.
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hukum dengan cara melihat konfigurasi yang ada di belakang
pembuatan dan penegakan hukum itu.”’

Konteks ini hukum tidak hanya bias dipandang sebagai
pasal-pasal yang bersifat imperative, melainkan harus di pandang
sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak
mungkin sangat ditentukan oleh politik. Baik dalam perumusan
materinya (pasal-pasal) maupun dalam penegakannya.

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana
dikemukakan di  atas, maka secara umum dapat ditarik
kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya
menentukan ke arah mana memberlakukan hukum pidana
melihat penegakannya
lengan konseptualisasi

Indonesia masa yang akat

hukum pidana yang paling‘bai i#¢rapkan.
. ; ] 0]
Lebih  lanjut St igungkapkan  bahwa
melaksanakan  politik  Bakum| | pi berarti mengadakan
" z .
pemilihan dalam rangkaZmen I perundang-undangan
pidana yang paling baik denggn @’hi syarat keadlilan dan
R DI I o
daya guna.’’ A. Mulder méfgeneémukakan secara rinci tentang

ruang lingkumllv ﬂ y1ui~:1 nugainya bahwa

politik hukun na ada alE 3 §Ln u entukan:

4. Seberapa jauh k n-kegeantuan Apidana yang berlaku
perlu dilakukan pe §!‘HtﬁMhﬂmi

5. Apa yang lNlD@LNEuSI\ﬁgah terjadinya

kejahatan
6. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan
pelaksanaan pidana haruss dilakasanakan.’!

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu
sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melaluiproses
sistematik, yaitu melalui apa yang disebut sebagai penegakan
hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan hukum pidana
dilihat seabagai suatu proses kebijakan. Yang pada hakikatnya

3 Mahtud M.D, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998)
him. 2.

0 1bid. Soedarto. hukum dan hokum pidana... him 161.

' Barda nawawi arief, Bunga rampai kebijakan hokum pidana,
(Bandung: Citra Aditya bakti, 1996), hlm, 28.
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merupakan penegakan kebijakan yang melewati bebrapa tahapan
sebagai berikut.:
I. Kebijakan formulatif, yaitu kebijakan penegakan hukum
inabstrakto oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga
sebagai tahap kebijakan legislative.

[RS]

Kebijakan aplikatif, yaitu kebijakan penerapan hukum
pidana oleh aparat pengekaan hukum mulai kepolisian
sampai pengadilan, disebut juag sebagai tahap kebijakan
yudikatif.

3. Kebijakan eksekutif, yaitu kebijkan pelaksanaan hukum
pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana,
tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif dan
administrative.

Kebijakan keduz ‘</1B

kegiatan penegakan h

pilihan pidana yang di

berbagia jenis sanksi p1

asanya disebut sebagai
arcement).  Menyangkut
ebijakan formulatif. Dari
banyak digunaka dalam
perumusan hukum p1d fa fselama ini. Bahkan jenis

pidana ini boleh dikata%@ ua. Karena jenis pidana
penjara hampir dapat ditémiar pada sefiap negara di dunia. Akan
tetapi  dalar embangs j Algmgan yang
mempersoaumy i @r‘ sebut tertera
berkenaan dengan m l‘lm-ﬁtmna dampat negatif dari

penggunaan pidana penjara

Kebijaka rﬁ,{ w) atau penal-law
enforcement policy operasinonalya melalui beberapa tahap yaitu
tahap formulasi (kebijakan legislative) tahap aplikasi (kebijakan
yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan
eksekutif/administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan
atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau
disebut juga tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan
pembuat udang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan
hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian,
kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah
tahap pelaksanaan pidana oleh apparat pelaksana atau eksekusii
pidana.
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Ketiga tahap tersebut, tahap formulasi sebagaimana
dikatakan oleh Barda Nawawi Arief merupakan tahap yang paling
strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan
melalui kebijakan hukum pidana, kesalahan atau kelemahan
kebijakan legislative merupakan kesalahan strategis yang dapat
menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggunalangan
kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.*

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam tahap
formulasi ini  peraturan perundang-undangan pidana dibuat.
Dengan dibuatnya peraturan tersebut maka sudah ditentuksn
perbualan apa saja yang mempakan perbuatan yang dllarang atau

yang dapat dijatuhkan bail pa n% aupun tindakan.
Terbentuknya peid
tersebut, maka akan berla fhapPaplikasi yaitu penerapan

peraturan perundang-und%ﬁﬁﬁt@ﬁersebut oleh hakim.

Peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh

hakim akan d@ v\ﬁ $ A 1 demikian
tahap formula akan awWal dari ala penanggulangan dan
pencegahan kejahatan. fl@l_urﬁ Mlm tidak tepat dalam

menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahp-
tahap selanjutnya. INb

Tahap formulasi atau erbuatan peraturan perundang-
undangan pidana menduduki peranan penting karena pada
dasarnya setiap peraturan perundang-undangan bahkan peraturan
perundang-undangan pidana itu sendiri akan mempengaruhi
kehidupan masyarakat. Sehingga tidak dapat diisangkal lagi
kalua perbuatan undang-undang merupakan proses social dan
politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas
karena akan memberikan bentuk dan mengatur atau
mengendalikan masyarakat. Undang-undang ini digunakan oleh
penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu.

2 Ibid, barda nawawi Bungan rampai. Hml. 48-49



38

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa undang-undang
mempunyai dua fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-

nilai dan fungsi instrumental.*

Teori Magdayid syari’ah  (Pendekatan Sistem Jasser Auda)
Dari ‘Penjagaan’ dan ‘Perlindungan’ menuju
‘Pengembangan’ dan ‘Hak-hak Asasi.

Di antara para pemikir Muslim Kontemporer yang menaruh
concern pada reformasi filsafat hukum Islam (ushul al-Figh)
adalah Jasser Auda, yang menggunakan Magqasid syari’ah sebagai
basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan
pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya.

Sebuah pendekkatan baru ernah terpikirkan untuk
digunakan dalam diskusi t@ptang’ﬁuﬁ’(\lm lam dan usul al-Figh.
Dalam otobiografinya te ar aimana seorang Jasser
Auda bergumul dalam? i af | jihad berpikir untuk
memperbaharui episten &ogl m%r formasi hukum Islam

.. . = Wn
tradisional. Baginya, setj@ kla yang; nenyatakan bahwasanya

pintu ijtihad tidak tertutlp:afau - ka pintu ijtihad adalah
merupakan suatu keharushﬁl‘ ndalais/ jalan buntu (intelectual
impasse) k"lrena menurut éa belum tergambar secara jelas

&\I Tﬂ&nakan dan
bagaimana aphk’m darIS as dilapangan.
Paradigma profe i&m Islam kontemporer,

setidaknya, men m@ §rl g perlu dikuasai
sekaligus secar profesfortat, E Appmuchcs yang

perlu dikuasai sekaligus secara profesional, yaitu pertama |,

b'walmana

Approaches yang berhubungan erat dengan dimensi waktu dan
kesejarahan dan kedua aproaches yang berhbungan erat dengan
konsep dan pemikiran kefilsafatan (thought). Ada tiga lapis kunci
pintu untu mempelajari dan menganalisa pemikiran hukum Islam
tradisonal dalam upaya untuk membuka pintu ijtihad
kontemporer, yaitu kunci pintu teori hukum era tradisional, kunci

¥ Djiko  Prakoso, Pembaharuan hokum  pidana di  Indonesia.
(Yogyakarta, Luberty. 2007) hlm, 126.
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pintu teori hukum era modern dan terakhir adalah kunci pintu
teoti hukum era post modern..

Diskusi tentang hukum Islam di dunia Islam pada umumnya
berkisar pada isu svari'ah, ushul al-Figh dan figh, maka Jasser
Auda mengambil jalan lain. Dia tetap menekankan pentingnya
ketiga isu penting tersebut, tetapi dia menggeser paradigma
pendekatannya lewat pintu masuk Magasid yang diperbaharui.

Ada enam fitur yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai
pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan
(cognition), kemenyeluruhan (wholenens), keterbukaan
(opennes), hierarki  berpikir yang saling memperngaruhi

(interrelated  hierachy) | dan (purposefullness).
Keenam fitur ini sangat ,ging berkait#p,| saling menembus dan
berhubungan antara san%d ag Sehingga membentuk

keutuhan sistem berpikir. |5
Cognitive nature. Yang dm?aksu cognitive nature adalah
watak pengetahuan yanf D me sistem hukum Islam.

Hukum Islam ditetapkan hj{%gﬁﬂ@ setahuan seorang faqih
terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk

membongkar gva CIT)] ok ngetahuan
tentang tekqdiNI 1]( —Hglﬁ“& entingnya
memisahkan teks (al-Qt $ml au pemahaman omng,
terhadap teks harus dxbe n antara syarlah figh dan fatwa. *

Menurumy;i di m@ EMSL pemahaman

dan pandangan ahli hukum terhadap teks. Selama ini, figh
(sebagai hasil interpretasi terhadap teks) dipahami secara rancu
dan disamakan dengan syariah itu sendiri. Bahkan sering diklaim
sebagai perintah Tuhan yang dapat diselewengkan untuk
kepentingan-kepentingan otoritarian.

Figh merupakan usaha seorang ahli figh yang lahir dari
pikiran dan ijtihad dengan berpijak pada al-Qur’an dan sunnah
dalam rangka mencari makna yang dimaksud. Figh adalah proses
mental cognition dan pemahaman manusiawi. Pemahaman itu

¥ Muhammad Faisol , Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap

Hukum Islam, Ke Arah Figh Posi-Postmodernisme Jurnal Studi - Agama dan
Pemikiran IslamVolume 6, Nomor I, Juni 2012,
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sangat mungkin bisa salah dalam menangkap maksud Tuhan.
Figh adalah pemahaman, dan pemahaman butuh pada kecakapan
pengetahuan. Sementara pengetahuan menjadi kekuatan bagi
seseorang dalam menghubungkan konsep dengan makna yang
holistik melalui akal. Menurut Jasser Auda, contoh konkrit dari
kesalah-pahaman tersebut adalah anggapan bahwa status ijmak
dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama (al-Qur’an dan
sunnah). [jmak bukanlah sumber hukum Islam. Tetapi ijmak tidak
lain adalah multiple-participant decision making; sekedar menjadi
sebuah mekanisme konsultasi. Ijmak hanya digunakan di
kalangan elit, bersifat eksklusif.

Wholeness. Dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda
menyatakan bahwa setiaphube sgbab-akibat harus dilihat
sebagai bagian-bagian dan Igalﬁnbg?\aniescluruhan Hubungan
antara bagian-bagian it éi n satu fungsi tertentu di
dalam sebuah sistem. Ja

Jasser Auda berpepdapg bz ﬁ;] m51p dan cara berpikir

holistik (menyeluruh) pe dalam usul figh karena
dapat memaip 1 dg ontemporer. Melalui
cara ben‘piklﬂNl\/ﬁ gl‘if‘ ;: holistik™
sehingga dapat dijadike bL nsip-prinsip permanen dalam
hukum Islam. TS AM

Jasser Au @,P{Ee% dan memperluas
magqasid al- syﬂn ah Q imensi [ enuju dimensi

universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum; itulah

yang ia sebut dengan maqasid alamiyah, sepertii keadilan,
kebebasan, dan seterusnya.

Openness. Dalam teori sistem dinyatakan, bahwa sebuah sistem
yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka.
Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya
merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem
bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam
berbagai  kondisi. Kondisi inilah  yang mempengaruhi

¥ Ihid..him. 57.
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ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah
lingkungan yang mempengaruhi.*®

Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi
dengan kondisi lingkungan yang berada di luarnya. Dengan
mengadopsi teori sistem seperti itu, Jasser Auda mengatakan
bahwa sistem hukum Islam merupakan sstem yang terbuka.
Prinsip openness (keterbukaan) penting bagi bagi hukum Islam.
Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya
akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad
merupakan hal yang urgen dalam figh, sehingga para ahli hukum
mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk
mensikapi suatu persoalan yang baru. Oleh karena itu,
keterbukaan itu perlu
keterbukaan dengan men

—

1 pertama mekanisme
fulture.

Kognisi seseoranj@ ol terkaitan crat dengan
worldview-nya terhadap|udu lilingnya.  Worldview
sendiri merupakan pan %lgan dunia atau pengertian
tentang realitas sebagai v n dan pandagan umum

tentang kosmos. la mel%ﬂ%}@sip-prinsip, pandangan-

pandangan dan keyakinan-keyakinan yang menentukan arah

kegiatan ses§o Nmy&%@lﬂl@g gi, cognitive
culture berar{l’ mental kerangka kerja dan kesadaran terhadap
realitas dimana dengmi&lese(Angteraksi dengan dunia

luar.

Interrelated. Cirl m @N El& IaA:miliki struktur

hirarkis. Sebuah sistem terbangun dari subsistem yang lebih kecil

di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi
yang dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan menjadi
bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan
dan persamaan diantara sckian banyak bagian-bagian. Bagian
terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, dan begitu
juga sebaliknya.’’

Terdapat homologi antara sistem hukum Islam dengan
struktur masyarakat atau lingkungan yang mengelilinginya.

30 Ibid. him. 58.
Y Ibid. hlm. 60
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Sistem hukum Islam sangat dipengaruhi oleh pandangan dunia
atau ideologi seorang ahli hukum (faqih). Ideologi seorang faqih
berkembang sebagai hasil dari situasi sosial, budaya dan ekonomi
tertentu yang dihadapinya di tengah lingkungan sosial. Seorang
fagih sebagai subjek bagian dari subjek kolektif (masyarakat)
mengakomodasikan dirinya (mengalami strukturisasi) pada
struktur lingkungan tempat suatu hukum ditetapkan.

Dalam proses strukturasi seperti inilah, sistem hukum Islam
memperoleh artinya. Oleh karena itu, sebuah produk hukum
Islam oleh seorang faqih tidak dapat dilepaskan dari konteks yang
melingkupi dirinya sebab apa yang mereka sebut dengan maqasid
al-svari’ah tidak lain merupakan wujud dari alam pikirannya
(worldview) yang berarti juga dipengaruhi oleh kondisi di
luarnya.

Multi dimentionality.
tunggal. Tetapi, ia terdiri far
antara satu dengan lain %a v $istem terdapat struktur
yang koheren. Karena Refdiri dari bagian-bagian

yang cukup kompleks, n@ﬂ%ﬂﬁ@] spektrum dimensi yang
tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem.

Hukum IslaQ R%I@FA iki berbagai
dimensi. Priffsip in d1 u J2 mengkritisi

akar pemikiran binai osif dalam hukum Islam.
Menurutnya. dikotomi antara qat’ty dan danniy telah begitu

dominan dalam I'N@@’NES‘I‘AME““ sehingga

muncul istilah qat’iyyu al-dilalah, qat’iyyu al-s|ubut, gat’iyyu al-

bukanlah sesuatu yang
\gian yang saling terkait

mantiq."®

Paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk
menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan
beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan
mengedepankan aspek maqasid (tujuan utama hukum). Misalnya,
perbedaan-perbedaan dalil dalam sunnah-sunnah tentang ibadah
yang muncul hendaknya dilihat dari sisi maqasid of (taysir);
perbedaan-perbedaan dalam hadits yang berkaitan dengan urf

S Ibid. him. 61
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harus dilihat dari perspektif maqasid of universality of law; serta
keberadaan naskh sebaiknya dilihat sebagai penctapan hukum
vang bersifat gradual.

Purposefulness. Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang
disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu.
Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal (alhadat) dan
purpose (al-gayah). Sebuah sistem akan menghasilkan purpose
(al-gayah) jika 1a mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan
cara yang berbeda-beda dan dalam yang sama, atau menghasilkan
berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam. Sementara
sebuah sistem akan menghasilkan goal (al-hadaf) jika ia hanya

berada di dalam situasi 1; dan lebih bersifat

mekanistik; ia hanya dapa itu tujuan saja. Dalam
konteks ini, maqasid al-sydri’ a §alam pengertian purpose
(algayah). u 2

Magasid  al-sya %ah ok Dersifat  monolitik  dan
mekanistik, tetapi bisa beagam gg&lai dengzan situasi dan kondisi.
Menurut Auda, bahwa igalj$gsi ffe d  merupakan dasar

.

penting dan fundamentaljf)%gl sistem hukum Islam. Menggali

magqasid ha ikermpbali < a ma ( ur’an dan

hadits), buka nddapa aERSi\:t carena itu,

perwujudan tujuan (ma|1$l!£%1m1< ukur dari validitas
ghubungkar

setiap ijtihad, tanpa men gkannya dengan kecenderungan

ataupun madzhablN(@'@nN;Et@l mm Islam harus

dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di

_1

5
o

NN

<
}]
(7]

ER

sckitarnya

Menurut Jasser Auda, maqasid merupakan tujuan yang
mempertemukan antara masing-masing aliran dalam figh. Ia
menjadi wilayah titik temu antar sesama aliran figh yang ada.
Maka, mendekati hukum Islam melalui metode maqasid menjadi
cara yang aman; tidak terjebak pada teks saja atau pendapat
tertentu. Tetapi berpijak pada prinsip umum yang dapat
mempertemukan antar sesama muslim, sehingga umat Islam
mampu menjawab tantangan bersama.

¥ Ibid. him. 62.
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Enam fitur sistem yang disajikan diatas, yaitu watak
konektif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki yang saling
mempengaruhi, multidimensi, dan kebermaksudan adalah sangat
berkaitan erat satu sama lain. Akan tetapi, satu fitur yang
menjangkau semua fitur lain dan mempresentasikan inti
metodologi analisi sistem dalam tulisan yang dimaksud ini adalah
fitur kebermaksudan (Maqasid/purposefulenes). Berukut ini
gambaran singkat antara Maqasid dengan fitur-fitur system
hukum islam yang lain.

Maqasid berhubungan dengan watak kognitif hukum islam,
karena berbagai tawaran Maqasid Syariat merfleksikan pada
hakikatnya, metode kognisi par'l fakih dalam menangkap watak
dan struktur syariah itu sg

ISLAM
Maqasld umum hukun Wﬁlam mereprepentasikan karakteristik

proses ijtihad, ddlam entﬁ ya, vaitu mekanisme
yang memungkinka islam  memilihara

keterbukaannya.

Magqasid Hukum Islam d’ﬁﬁ&’@&ﬁ% sejumlah cara hierarkis,
yang mempyesenta lv zhi r‘igla 1 hylum islam.
Magasid 1 Nj gﬁg Ag membantu
memcahkan dan me ni entangan-pertentangan yang
tampak sekilas dalam Irxgl;-m 1tdngan-pertentangan antar

teori-teori UquerDO E IKAM
Oleh sebab itu, saya mempertimbangkan Magqasid Syariat

sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam
analisis berbasis sistem yang dipresentasikan dalam tulisan ini.

Mengingat bahwa efektivitas suatu system diukur berdasarkan
tingkat pencapaian tujuannya, baik sistem buatan manusia

maupun “natural”, maka efektivitas sistem hukum islam dinilai
berdasarkan tingkat pencapaian Magasid-nya.

Para faqih atau cendikiawan Muslim kontemporer
mengembangkan terminologi Maqasid tradisional dalam bahasa
masa kini, meskipun ada penolakan beberapa fakih terhadap ide
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‘kontemporerisasi® terminologi Magasid. Contoh yang diambil
dari area keniscayaan (darurivar).*

Secara tradisional, hifzun-nasli (perlindungan keturunan)
adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam.
Al-Amiri mengungkapkan hal itu pada awal usahanya utuk
mengambarkan teori Magqasid kebutuhan, dengan istilah
‘hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan.  Al-Juwaini
mengembangkan “teori hukum pidana® (mazajir) versi al- Amiri
menjadi teori penjagaan’ (ismah) yang diekspresikan oleh al-
Juwaini dengan istilah  hifz al-furuj, yang artinya ‘menjaga
kemaluan.

qasid secara signifikan
mengembangkan  “perlii &Im nan’  menjadi teori

berorientasi keluarga. TbhorA afhya, menjadikan peduli
Dalam monografinya,
usul al-Nizam al-ijtima fagar-dasar sistem sosial

dalam Islam). Ibn AW‘ i Iw@ rasi  Maqasid yang
J nilai-ni ziF

berorientasi pada keluarng'ﬁa’n i mooral dalam hukum
Islam. Baik kmﬁtwﬁ\mﬁirﬁ wbagian dari
reinterpretasi ifzuM-nasts s sganti dari
teori yang sama dengala%l%u?k g Abatu. Yang pasti adalah
bahwa kontribusi ibn “As membuka pintu  bagi para

cendikiawan koan@@NEeS{imﬂ1 teori Mqasid

dalam pelbagai cara baru.”

. . LLI
keluarga sebagai maqasid=huku

Orientasi pandangan yang baru itu bukanlah teori hukum
pidana (mazajir) versi al-Amiri maupun konsep perlindungan
(hifz) versi al-Gazali, melainkan konsep ‘nilai” dan ‘sistem’
menurut terminologi ibn Asyur. Tetapi, beberapa cendikiawan
kontemporer menolak ide memasukan konsep-konsep baru,
seperti keadilan dan kebebasan ke dalam maqasid. Mereka lebih

0 Jasser Auda, Membumikan HUKUM ISLAM Melalui MAQASID
SYARI'AH, ( Bandung: Mizan Pustaka, 2015), him, 56

Y thid.
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senang menyatakan bahwa konsep-konsep ini secara implisit
sudah tercakup dalam teori klasik.*

Sama halnya, hifzul-aqli (perlindungan akal) yang hingga
akhir-akhir ini masih terbatas pada maksud larangan minum
minuman keras dalam Islam, sekarang sudah berkembang dengan
memasukan  ‘pengembangan  pikiran ilmiah®,  “perjalanan
menuntut ilmu’, ‘melawan mentalitas taklid’, dan mencegah
mengalirnya tenaga ahli keluar negeri.

Demikian pula hifzul —irdi (perlindungan kehormatan) dan
hifzun-nafsi (perlindungan jiwa raga) yang berada pada tingkatan
keniscayaan menurut teripi l ' -Ghazali dan al-Syatibi.
1 suﬁﬁ'\dike hukakan oleh al-Amiri

Z 9
garan kehormatan® dan
kehormatan® (hifz al-

dengan istilah “hukuman’ ter
oleh al-Juwaini dengan i&al
& w
ird).

am. Syair pra-Islam

kebudayaan Arab sejak -pri
MU 3
rang penyair terkenal

menceritakan bagaimana A
pra-Islam, bertengkar dengan kabilah  damdam  terkait

‘pencemaran @N\IIV ER’I& WA\JSelljeiask:\l1
bahwa ‘darah, harta, i. E:m atan setiap Muslim adalah
*haram’. yang tidak b $ i A un akhir-akhir ini,
ungakapan perliniﬁlneg t E 1%}1 islam secara
berangsur-angsur tgattr=ol ;m S t dan martabat
manusia, bahkan diganti oleh perlindungan hak-hak asasi manusia
sebagai Maqasid dalam hukum Islam.*

Kesesuaian antara hak-hak asasi manusia (HAM) dengan

Islam menjadi topik perdebatan hangat, baik dalam lingkup Islam
maupun Internasioanl. Deklarasi hak-hak Asasi Manusia [slam

Universal diproklamasikan pada 1981 oleh sejumlah cendikiawan
yang mempresentasikan entitas-entitas Islami yang beraneka

42 [bid., hlm. 57

3 Jasser Auda, Membumikan HUKUM ISLAM Melalui MAQISID
SYARLAH, ( Bandung: Mizan Pustaka, 2015), him, 56-59.



47

ragam di organisasi Perserikatan  Bangsa-bangsa untuk
pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan kebudayaan (UNESCO).

Didukung sejumlah Nas Islam yang disebutkan dalam
bagian referensi, Deklarasi itu secara esensial memasukan seluruh
daftar hak-hak manusia yang disebutkan dalam Deklarasi
Universal Hak-hak Asasi Manusia (UUDHR) , seperti hak-hak
untuk hidup, kebebsan, kesetaraan, keadilan, perlakuan adil,
perlindungan dari penyiksaan, suaka, kebebasan berkeyakinan
dan menyatakan pendapat, kebebasan bersekutu, pendidikan dan
kebebasan beraktivitas.

Akan tetapi, beberapa anggota Komisi Hak Asasi Manusia
PBB (UNHCHR) men
Deklarasi Islam tentang hék-hak asasi Px nusia. Karena mereka
berpikir bahwa hal itu sangat n caid konsensus interkultural
yang menjadi landasan
Beberapa anggoota lain n
menambah dimensi-dime

eckhawatiran terhadap

n%mk-hak asasi manusia.
d("n't eklarasi Islam tersebut
i pogK bami| pada hak-hak asasi

mﬂnber wahyu sehingga
“menaati hak-hak asasi
manusia versi

Islam terseb
Pendekmmyaﬁ SLEI;A s-hak asasi

manusia mendukung pat ﬁ'el mpok  terakhir, sambil
memberikan perhatian [ﬂrp pehdapat* kelompok pertama,

khusunya jika isl W@.‘N}Eﬁjlﬁaﬁ dan diberi
peran lebih fundamental dalam penalaran hukum Islam.

Dengan cara serupa, hifzuddin (perlindungan agama),
dalam terminologii al-Ghazali dan al-Syatibi, memiliki akar pada
‘hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar versi al-

manusia versi Islam dihuby
menambah motivasi moraz

Amiri. Namun, akhir-akhir ini, teori yang sama untuk Maqasid
Hukum Islam tersebut diinterpretasikan ulang menjadi konsep
yang sama sekali berbeda. yaitu ‘kebebesan kepercayaan’
(freedom of faiths) menurut istikah Ibn Asyur, atau kebebasan
berkeyakinan dalam ungkapan kontemporer lain.

Para penganjur pandangan ini sering mengutip ayat al-
Qur’an:'tiada  paksaan  dalam agama’  sebagai  prinsip

Y Ibid,
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fundamental.  Dibandingkan =~ memahaminya  sebagaimana
pandangan populer dan tidak akurat, yaitu menyerukan ‘hukuman
bagi kemurtadan® (hadd al-riddah) yang kerap disebutkan dalam
referensi-referensi tradisional dalam konteks hifzuddin atau
‘perlindungan agama’.

Dalam tesis ini, karangka berpikir penulis dalam
menganalisa persoalan penistaan agama merupakan suatau
problem yang sangat sensitif dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara, untuk itu persoalan penistaan agama ini harus dianalisa
secara mendalam melalui pendekatan Maqasid.

Penulis memakai teori Maqasid syari’ah yang di canangkan

oleh Jasser Auda yéng dalam_teorinya menggunakan Magqasid
syari‘ah sebagai basis pallg,yalstloﬁ‘Milpshﬁ berpikirnya dengan
menggunakan pendekatan ﬁyst baé metode berpikir dan
pisau analisisnya. Salah s@u @&% ertama yang diusulkan
Jasser Auda adalah mggefi gasid syari’ah dalam
perspektif kontemporer, yaifu da aqﬁ%n syari’ah yang dulunya
bernuansa protection (pel? ) tam—préservation (pelestarian)
menuju  Magasid  syari’t )11)‘ 9 m@la rasa Development
(pengembangan) dan pemuliaan Human Rights (Hak-hak

Asasi).® UNIVERSITAS

Dalam studinya ini, Jasser Auda mempresentasikan

pendekatan system terh nm hul Fikih, yaitu teori
dasar Fikih ISIHJ b ﬁaﬁ 1 zg fingip, sasaran dan
tyjuan  akhir ( m A N, g adalah agar

peraturan-peraturan  Islam memenuhi tujuannya dalam hal

keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan dan
kesopanan dalam konteks masa kini.

Dengan menggunakan pendekatan dan analisis systems,
Jasser Auda sampailah kepada usulan dan sekaligus kesimpulan
yang mendasar dalam rangka merespon tantangan dan tuntutan
era global sekarang, yaitu ketika umat Islam menjadi bagian dari
penduduk dunia, dan bukannya menjadi hanya bagian dari

* Jasser Auda, Membumikan HUKUM ISLAM Melalui MAQASID
SYAR!I'AH, ( Bandung: Mizan Pustaka, 2015), him, 11.
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penduduk local yang Khusus memikirkan dunia local-
keutamaannya sendiri. “**Masyarakat Muslim kontemporer
dimanapun berada sekarang terikat dengan Kkesepakatan dan
perjanjian-perjanjian Internasioanl, khusunya setelah
terbentukanya badan dunia seperti persyarikatan Bangsa-Bangsa.
Salah satu isu kontemporer yang dihadapi umat Islam sekarang
ini adalah tentang hak-hak asasi manusia (HAM).

Teori Maqasid syari’ah yang disulukan oleh Jasser Auda
dalam menjaga Agama (al-Diin) adalah menjaga, melindungi dan
menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.
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“ M. Syamsudin, [lmu Hukum Profetik, (Gagasan Awal, Landasan
Cefilsafatan  Dan  Kemungkinan Pengembangannva Di  era Postmodern.
(Yogyakarta : Pusat Studi Hukum, 2013), hlm, 201-203.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau
dikenal juga dengan penelitian hukum doctrinal. Disebut
penelitian hukum doctrinal karena penelitian ini dilakukan hanya
pada peraturan-peraturan yang terttulis atau bahan-bahan hukum
lain.! Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
yuridis normative atau pendekatan perundang-undangan (Statue
Approach) dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini
adalah analisis terhadap perundang-undangan mengenai tindak
ai konsep hukum Islam.
Pengertian dari penelit Ty normative adalah  yaitu
penelitian yang mengguni % positif. Bahwa hukum
identik  dengan normad @ yang dibuat dan

diundangkan oleh lembagp= rara yang berwenang.

=) >
B. Sumber Data. o o (((£0 o ([
Sumber data terdi u sumber primer dan

sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dan diperoleh
secara lansuxUNuLMER&TAoSan maupun
responden, dan sumbe nder djproleh melalui bahan
hukum baik itu b'\haniS han llukum sckunder
maupun bahan Wm an ini penulis
tidak mengguna NES 1ggunakan data
sekunder karena dalam penelitian normative data yang digunakan

hanyalah data sekunder melalui bahan hukum primer, sekunder,
maupun tersier.’ Bahan hukum primer seperti Perundang-

I Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Prakiek, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2002) hlm, 11.

2 peter Muhammad, Marzuki, Penelitisn Hukum (Jakarta: Kencana,
2005) him, 145.

3 Muslan Abdurrahman, Sesiologi dan Metode Penelitian Hukum, (
Malang: UMM Press, 2009), hlm, 127.
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Undangan, Hukum Islam diantaranya konsep maqasid syariah
yang membahas tentang perlindungan terhadap agama. Bahan
hukum sekunder seperti buku-buku dan juga hasil penelitian (tesis
dan disertasi), yang membahas tentang tindak pidana Penodaan
agama, jurnal-jurnal hukum maupun symposium
Penodaan agama. Bahan hukum tersier seperti kamus-kamus

hukum, kamus-kamus wushul figh, dan ensiklopedi hukum pidana

tentang

Islam.”

C. Seleksi Sumber

bahan hukum primer, sekunder, mapun tersier yang peneliti
gunakan dalam penelitian
bahan-bahan hukum ters
peneliti.
adlaah memilih (yang di ¢

eksi dengan menyortir
an dengan penelitian
sar Bahasa Indonesia

mdngeluarkan yang tidak
1-mimh. memilah (barang dan
>

SEDE)

Mensortir men

diperlukan dan sebagainy k met
scbagainya).

D. Teknik Analisi Data

o el N ERSITTA S
penodaan aga aith n
metode deskriptif anahslgel:‘cit Ad
untuk menggambarkan "s 1

ak pidana
1ggunakan
iptif analitis bertujuan
t=sifat suatu keadaan,

ukann ada atau

gejala atau suatu Nﬁ Nﬁ%
tidaknya hubungan antara suatu kcadaan dengan keadaan yang

lain.® Artinya, peneliti berupaya untuk mendeskripfikan
(mengungkapkan, memaparkan dan menggambarkan) bagaiman
hukum islam memandang tentang sejauh mana efektivitas dan
kemanfaatan atau perundang-undangan tindak pidana penodaan
agama sudah dijalankan secara baik dan adil.

Selain menggunakan metode deskriptif analisis, peneliti
juga menggunakan metode Content analysis. Conten analvsis

adalah pembahasan mendalam terhadapp isu suatu penelitian.

4 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metedologi Penlitian Hukum Normatif
(Malang: Bayu Media, 2006), hlm, 392.

5 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum
(Jakarta, Raja Grafindo, 2004), hlm, 25.
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Peneliti kemudian menganalisa masalah pokok yang diteliti.
Dalam penelitian ini masalah pokoknya adalah tindak pidana
penodaan agama dan hukum Islam yang telah terumus dalam
focus penelitian dan pertanyaan penelitian. Kemudian berbagai
bahan hukum tersebut peneliti uraikan dan hubungkan sedemikian
rupa, sehingga disajikan dalam penelitian yang lebih sistematis
guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

ISLAM

S

UNIVERSITA
VISINOANN

\

SEDE)

UNIVERSITAS
ISLLAM
INDONESIA



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama
Munculnya kasus tindak pidana Penodaan terhadap Agama
sudah merupakan persoalan sejarah agama yang bersangkutan dar
terjadi sejak lahirnya agama-agama yang umumnya dimulai dari
perbedaan interpretasi dari kitab suci agama yang bersangkutan.
Atas dasar perbedaan tersbut, kemudian lahir aliran atau madzhab
yaitu interpretasi dart kitab suci yang kemudian diakui
kebenarannya oleh para penganut agama yang bersangkutan.
Sebaliknya, interpretasi agama yang tidak sesuai dan ditolak oleh
para penganut agama yang bersangkutan melahirkan suatu

dalam hukum adminis @si da
lahirnya istilah tindak pidar

perbuatan yang tidak an kemudian dinormakan

hukum pidana, kemudian
dgama.’

ut, maka terjadinya tindak
pidana terhadap agam %selal dari hasil kajian terhadap

Jgama atau pimpinan agama

yang bersangkutan. De S ¢ paling mengetahui suatu
T ‘
agama dlsalahgunakana At dise Lweh&l\an atau dinondai ajaran

agamanay N e1 15kutan yang
diwakili ];v Eﬁglﬁub pendeta atau
ol ISLLAM

Pengatu agn atur dalam Penetapan
Presiden mm%r 156a KUHP agar

menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran  yang diyakini, dan

menghormati agama yang dianut oleh seseorang, sesuai dengan
pancasila, dan bukan mengekang kebebasan beragama. Maka jika
seseorang yang menyakini satu agama kepercayaan lalu merusak

' Mudzakkir, Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965
Tentang Pencegahan Penyvalahgunaan dan/ Atau Penodaan Agama (Kajian
terhadap Prakiik Penegakan Hikum dan prospek Pengaturannya dalam hokum
Positif Indonesia) ( Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012) him, 145.
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nila-inilai dan ajaran yang sudah ditetapkan dari ajaran tersebut
maka itu termasuk penodaan agama.

Demikian pula terhadap agama orang lain. Oleh karena itu
kebebasan dalam menjalankan agama atau kebebasan memilih
agama, tidak dilarang di Indonesia sesuai dalam pasal 28E ayat
(1) dan (2) pasal 281 ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) UUDN RI
1945 sepanjang tidak menginjak kebebasan agama yang lain dan
merusak ajaran agama itu sendiri.

Maka pengaturan tentang = blasphemy ™ sangat penting,
mengingat dasar Negara Indonesia adalah Pancasila (Ketuhanan
Yang Maha Esa), sekalipun bukan negara agama tapi rakyatnya
punya agama. Sesuai deng =Lt sara Hukum (rechstaats)
ncasila sebagai Norma
efffhlnorm). Pengaturan UU

yang mendasarkan negari
Fundamental Negara (Sta4rs Ig
No.l PNPS 1965 dimakb
memiliki agama (atheis). [

jadi warga yang tidak

Unsur-Unsur Dalam Pasal-15614

Dalam ketentuan Afxsuw o\ e Iletapan Presiden No.l
PNPS Tahun 1965, menurut Andi Hamzah, dilihat dari maksud
pembuat U1@NWE&R}/S'1‘Fﬁ@1 alternatif
bukan kumulatif. Artinya salah satu saja yang dibuktikan untuk
dapat dipidananya pem Mang dilindungi di sini

ialah kebebasan_ ba n akan agama tanpa
gangguan dari olﬁﬂmgfﬁahwn mengenai
persoalan ini, ada sebagian sarjana yang berpendapat bahwa Pasal
156a KUHP tersebut pada huruf a dan b bersifat kumulatif,

sehingga apabila salah satu huruf tidak terpenuhi maka tidak
dapat dikenakan Pasal 156a tersebut.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana pertama yang
diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah di depan umum. Dengan

2 Muhammad Dahri, TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI
INDONESIA: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum
Islam AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law,Vol.1 No.2 Juli-Desember2017
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dipakainya kata-kata di depan umum berarti, bahwa perasaan
yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku
itu selalu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup
jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh
publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat
oleh publik. Perasaan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan
atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu
dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat umum, yang
dapat didatangi oleh setiap orang, yang dapat didengar oleh
publik,  yang  dilakukan  oleh  pelaku,  baik dengan
lisanmaupun dengan tindakan.

tllﬂiﬁMmd k pidana pertama yang
adalah yang bersifat
péhpdaan terhadap suatu
ng,é maksud agama adalah
stan, Budha, Hindu,
ntang perasaan atau

Unsur objektif yang
diatur dalam Pasal 156a
permusuhan, penyalahgu @11
agama yang dianut di Inc
I[slam, Kristen Katolik,|Z
Konghucu, dan aliran kgpe
perbuatan mana yang da/\lﬁf’
perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau
penodaan terl@MVER@IﬁFAIQnesm uu
tidak memberikan per mya, dan agaknya menyerahkan
kepada hakim atau menl;ﬁ
tentang perasaan Aat dipandang
sebagai bersifat l&ﬁuﬁﬂﬁgl tau penodaan

terhadap suatu agama di Indonesia.

~sebagal perasaan atau

nereka dengan bebas

Unsur-unsur dalam Pasall56a tersebut yaitu: di depan
umum,  mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan,
dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga
yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian,
agar secorang pelaku itu dapat dinyatakan sebagai terbukti telah
memenuhi semua unsur tindak pidana kedua yang diatur dalam
Pasall56a huruf b KUHP, hingga 1a dapat
dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana kedua
seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a huruf b KUHP, maka
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di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku itu harus
dapat dibuktikan:

1. Bahwa pelaku telah menghendaki mengeluarkan
perasaan atau melakukan seperti yang dimaksudkan
dalam Pasal 156a KUHP;

2. Bahwa pelaku mengetahui perasaan yang ia keluarkan
atau perbuatan yang ia lakukan itu telah terjadi di
depan umum;

3. Bahwa pelaku telah menghendaki agar orang tidak
menganut agama apapun juga yang bersendikan
ketuhanan Yang Maha Esa.

Pelaksanaam Penetapan Presiden
O
“ @)

fstitust | Nomor 140/PUU-
: bagzg hasil proses pengujian
Nomor 1/PNPS/1965
das/atau Penodaan Agama

2. Pro Kontra Keberadaan dan
Nomor 1./PNPS/1965.

Putusan Mahka
VII/2009 tanggal 19 ApifiE
materiil terhadap Penetapa

tentang Pencegahan penyatdh ;
yang intinya bahwa norma hukum yang dimuat dalam

Penctapan  Heeiffed | \AGRA—U ENATIOWN Slpjan vk
bertentangan dengan U g -undapf Dasgr Republik Indonesia
Tahun 1945. i LA

Mahkamal’l NN El&l(ﬂmgkzm secara

bijak dan adil argumen mereka yang setuju (pro) terhadap
keberadaan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 Tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan
menilai undang-undang tersebut adalah konstitusional,
Mahkamah Konstitusi juga telah menyaring diantara kedua
argumen hukum dan menyimpulkan serta mengujuinya yang
intinya undang-undang dimaksud adalah konstitusional.

Sanksi penodaan agama ini diatur dalam pasal 2 UU No.1
PNPS Tahun 1965 (jo Undang-Undang No. 5/1965) dan Pasal
156a KUHP. Didalam pasal 2 UU No. 1 PNPS Tahun 1965
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menyebutkan: Ayat (1) “Barang siapa melanggar ketentuan
tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras
untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan
bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri
dalam Negeri”.

Dalam Ayat (2) “Apabila pelanggaran tersebut dalam
Ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran
kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat
membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau
aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang satu dan
lain setelah Presiden men timbangan dari Menteri
enteri dalam Negeri™.
Dalam pasal ini jika penfidaa agama, tersebut bukan
kelompok organisasi/ @ra ; %mksinya hanya diberi
ik tidak  melakukan

perintah dan peringa
perbuatannya lagi.

Apabﬂa pelaku Apﬁwj@qmpok OrganTsas%/al?ran
maka sanksi yang diberikan membubarkan organisasi/aliran

tersebut olm\fﬁlﬁ$ Al nenyatakan
oraganisasi/c tersebut pak le: dilarang di
Indonesia. Dan jika o6 EFAMmsasx/ahmn tersebut
tidak  menghentikan  perbuatannya atau  membubarkan
organisasi/aliranlND@N:E‘.S!A pihak yang
bersangkutan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5
tahun. sebagaimana bunyi pasal 3: “Apabila setelah dilakukan
tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa
Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik
Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang,
organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus
melanggar ketentuan dalam pasall, maka orang, penganut,
anggota dan/atau  anggota pengurus organisasi  yang
bersangkutan dart aliran itu dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya lima tahun™.

Dari pasal-pasal diatas, bahwa pemberian sanksi dalam
perundang-undangan di Indonesia terhadap perbuatan penistaan
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agama Penetapan Presiden No. 1 PNPS Tahun 1965 dengan 2
tahap: 1. Memberikan nasihat, peringatan keras (pribadi) atau
membubarkan (organisasi/aliran). 2. Jika tetap masih melakukan
perbuatan tersebut, maka dipidana penjara maksimal 5 tahun.
Sementara dalam KUHP dalam pasal 156a berbunyi: “Dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa
dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau
melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat
permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu
agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya
orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan
Ketuhanan Yang Maha Esa™.

Pasal ini menyen @);u\ﬁb{ﬁ%n diberikan peringatan,

wkti 1 uk% penodaan agama maka
dijerat dengan sanksi m l%_g:il mopenjara, melalui proses

hukum. Inilah bentuk sar : frfuang dalam pengaturan
perundang-undangan daldm Pe pan residen  No.l PNPS
Tahun 1965 dan Pasal 156a tersé >

~e

s€h
§% =) )=

Alasan  Penghapusan ”wﬁyﬁy Presiden  Nomor
HIPPONIVERSITAS

Pasal 156 juga d' ap mengandung kontroversi karena
timbul berbagai macam thAMsal ini. Contoh kasus
penodaan agama jﬂﬁ i gat Eim belakangan ini
yaitu dugaan p h a 1N dkttkan  oleh mantan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dalam undang-

maka seseorang yang terl]

undang di Indonesia terdapat pasal yang mengatur akan hal
penodaan agama. Kasus yang baru-baru ini banyak dibicarakan
oleh masyarakat Indonesia yang mana telah menjadi fokus publik
yaitu mengenai kasus penodaan agama yang diduga telah
dilakukan oleh Gurbenur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja
Purnama atau yang akrab disapa Ahok.

Kasus ini dilaporkan oleh beberapa kelompok masyarakat
sejak 6 oktober 2016 dengan tuduhan penodaan agama dan
mereka keberatan atas perkataan ahok yang menyinggung surat
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Al-Maidah ayat 51 yang mana ahok mengatakan “jadi
jangan percaya sama orang dibodohi oleh surat Al-Maidah bapal
ibu. karena takut masuk neraka™ .}

Sedangkan dalam surat Al-Maidah ayat 51 sendiri

“

berbunyi, “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
mengambil orang-orang yahudi dan nasrani menjadikan
pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin
bagi sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil
mereka-mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang
itu termasuk golongan dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak

memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim™.

Vonis dua tahun
Pengadilan Neger1 Jakart 7
Jakarta Basuki Tjahaja P
terbukti melanggar pasal 1
Hukum Pidana (KUHP)

atau penodaan terhadap qu%ﬁﬂj@]

Putusan majelis hakim terbilang mengejutkan. Sebabnya,

vonis yang d@NlVER@IL$ i&l penuntut

umum. Dalam tuntutamlygt ksa menghilangkan pasal penodaan
agama untuk Ahok. Jak LWA k terbukti melanggar

pasal 156 KU WQ e ebencian, atau
penghinaan terha IbﬂEn n di Indonesia

dengan tuntutan satu tahun penjara dan masa percobaan dua

tahun.

Sejak awal, dakwaan pasal 156a KUHP ini menyulut kontroversi.
Sejumlah pihak menyebut beleid ini termasuk pasal karet yang
dapat menimbulkan tafsir beragam dalam implementasinya

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICIR)
Erasmus Abraham Todo Napitupulu melihat adanya keganjilan

¥ Habibur Rohman, Penodaan Agama dalam Sudut Pandang Undang-
undang dan Prespektif Islam™ dikutip dari Kompasiana.com. pada selasa 03
Oktober 2017, pukul 18.45 WIB.
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putusan hakim yang menggunakan pasal 156a huruf a KUHP
untuk menjerat Ahok. Menurutnya, pasal yang merupakan
warisan era kolonial itu tidak bisa lagi digunakan untuk
menghukum seseorang. "Semua kasus penodaan agama yang
menggunakan pasal 156a KUHP itu tidak jelas yang mau
dibuktikan apa. Dalam kasus Ahok, niat untuk menodai itu juga
tidak jelas, yang mana bagian yang menodai," ujar Erasmus
kepada CNN Indonesia.com.

Dalam salah satu pertimbangan, hakim menyebut Ahok
memiliki niat atau sengaja melakukan penodaan agama di Pulau
Pramuka, Kepulauan Seribu, berdasarkan pengalamannya saat
pilkada Bangka Belitung maupun melalui tulisannya dalam buku
'Merubah Indonesia'. Aht/) utat Al-Maidah ayat 51
dengan kata 'dibohongi' u ‘t_nk indi%l wan politiknya dalam
pertarungan pilkada. Q a

_ w ;
Hakim berpendapat> Aho menodai agama Islam
karena mengaitkan ayat Slala itabs puci Alquran dengan

konotasi negatif yaitu 'dihﬁﬂm ES berpendapat, hakim
belum mengelaborasi secard taj ngenai ‘niat untuk menodai

agama' dalam G'N’rt\e?ﬁéh S I TA

Pasal-pasal penistaan agama sudah banyak memakan
banyak korban. Pasal i (@ ninalkan orang-orang
yang dianggap menista.agama, tetapi, juga menimbulkan efek
domino yang men[Nﬁ a1 EgulJAruan kelompok
minoritas. Seperti terjadi pada orang syiah, ahmadiyah dan juga
Ahok.

Mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid (Gusdur)
juga perna bersikap soal pasal penodaan agama. la pernah
mengajukan uji maateri terhadap UU Nomor 1 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau  Penodaan Agama,
bersama Musdah Mulia. Dawam raharjo, dan Maman Imanul

* Priska sari pratiwi. “Koatroversi Pasal Penodaan Agama Ahok™.
dikutip dari CNN Indonesia, pada selasa 03 oktober 2017 Pukul 18.55 WIB.
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Haq. Namun, permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi
yang saai itu dipimpin oleh Mahfud MD.* Gusdur menilai UU ini
tidak sesuai dengan Pancasila dan cenderung disalahfungsikan
sebagai senjata politik. Selain dianggap tidak perlu karena
mengganggu kebebasan berpendapat, Undang-Undang ini juga
sudah banyak memakan korban.

Tidak sampi di situ, menurut para pendukung yang kontra
terhadap Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965
menganggap Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945 tentang kepastian Hukum Yang Adil dan
Persamaan dimuka Hukum. Pasal 1 Undang-Undang a quo
bertentangan dengan hak Afaydicpapfia tykum yang adil dan hak
persamaan dimuka hukuffﬁ’ sebagaimafm| dimaksud dalam pasal
28D ayat (1) UUD 1945, [{an; i9

0

‘sefiap  orang @rh atasm | pengakuan, — jaminan
perlindungan, dan kepajégn I

0 .
m yang adil serta perlakuan

vang sama dihadapan hu s
SellEd)
261 :

2]

Prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut

Lon Fuller Tl V rR “ql¥ (ﬁ (Moralitas

Hukum), diantdr nyL'ya U:E ASLIIT

1. Hukum-hukum llallgiLuatA@Mn rupa sehingga dapat
dimngerti OHINPtQ $fa ﬂwnambahkan hal
ini juga sebadai haSfat UNtuk KCjetasam.

Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain.

[

3. Dalam hukum harus ada ketegasan, hukum tidak boleh
diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi
mengorientasikan kegiatannya kepadanya

4. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang
dimumukan dengan pelaksanaan senyatanya.

Keberadaan ketentuan pasal 1 Penetapan Presiden Nomor
1/PNPS/1965, merupakan bentuk ketidakkonsistenan aturan-
aturan hukum, mengingat adanya fakta bahwa Indonesia

5 Ulia Adam. “Upava Menghapus Pasal Penistaan Agama™ dikutip dari
Tirto.id. pada selasa 03 Oktober 2017. Pukul 20.00.
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telah meratifikasi Kovenan internasional hak-hak Sipil dan
Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, yang
didalam pasal 18-nya melindungi kebebasan berpikir, berhati
nurani dan beragama.®
Keberadaan Pasal 1 Penetapan Presiden dasar Nomor
1/PNPS/1965, sebagaiman diuraikan diatas, mengakibatkan tidak
adanya persamaan dimuka hukum dan kepastian hukum bagi
kelompok tertentu dimasyarakat yang diganggap berbeda dalam
menjalankan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Rumusan pasal 1 ¢ quo merupakan rumusan yang diskriminatif
dan bukan ditujukan untuk melakukan tindakan affirmative action
untuk melindungi kelompok minoritas.
Di dalam perberla
bergantung pada tafsir

Aaya-pa 1 a quo akan sangat
c/aﬂamaaime@ pok mayoritas, oleh

bki k@m@mpuan atau sangat mungkin

dipengaruhi oleh tafsir lg)t_:l ek et maan mayoritas itu.

karena negara tidak men

apa yang dianggap pokok' e elompok/allran belum
tentu bagi kelom ng la g umusa_pokok-pokok
ajaran agama Nl\f%ﬁgjﬁt k lainnya.
Konsekuensi dari hal ir yang, dianggap menyimpang bagi
suatu  kelompok belull AIM menyimpang  bagi
kelompok lamnya NQ®NED$T A( u tafsir pokok-
pokok ajaran agama dari kelompok tertentu, maka negara telah

telah memberikan perlakuan berbeda terhaap kelompok lain yang
memiliki ajaran agama berbeda, bertentangan dengan asas
persamaan dimuka hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945. Oleh karena telah jelas bertentangan dengan
UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pasal 1 Penetapan Presiden

& Ibid.,.. Mudzakkir, Tindak Pidana Terhadap Agama him. 49-51
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Nomor 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Pemeberlakuan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 di
tinjau dari Magdasid syari’alh (pendekatan System).

Jasser Auda dalam pemikirannya berkeyakinan bahwa
tujuan dari hukum Islam (Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah)
menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok dan sekaligus
menjadi metodologi dalam analisis yang berlandaskan pada
systems. Lagi pula, karena efektifitas dari sebuah sistem diukur
berdasar pada terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai,
efektifitas dari sistem h mga diukur berdasarkan

terpenuhinya tujuan-tujuar asid).
Beberapa contoh <) qasid dalam metode
hukum Islam dapat dijelasja etakut:’
Istihsan (Yuridical Prefergie sarlﬁ Magasid. Selama ini,
. . . z o
Istihsan dipahami sebag: untuk | memperbaiki metode

qiyas. Menurt Jasser Au i f:rmasalahamlya bukan
terletak pada ‘illat (sebab)) metaiitkan pdda Magqasidnya. Oleh

sebab itu, Itmjx ny. 1tk ngabaikan
implikasi giya vgm‘IUAs langsung.
Sebagai contoh: Abu H ﬁ% ui (tidak menghukum)
perampok, setelah ia terE 1 a Menaubat berdasarkan
Istihsan. mcskipunl NB\@}N]ElS\rﬂ

Alasan Abu Hanifah, karena tujuan dari hukum adalah
mencegah seorang dari kejahatan. Kalau sudah berhenti dari
kejahatan mengapa harus dihukum? Contoh ini menunjukkan
dengan jelas bahwa pada dasarnya istihsan diterapkan dengan
memahami dulu Maqasid dalam penalaran hukumnya. Bagi pihak
yang tidak mau mengggunakan Istihsan, dapat mewujudkan
Magqasid melalui metode lain yang menjadi pilihannya.

7 Amin Abdullah, Hak Kebebasan Beragama dan Berkevakinan
Pendekatan Filsafar Sistem dalam Usul Fikih Sosial. Volume 14 Nomor |
Januari - Juni 2011
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Fath  Dharai’ (Opening the Means) untuk mencapai
Magqasid/tujuan yang lebih baik. Beberapa kalangan Maliki
mengusulkan penerapan Fath Dharai’ di samping Sadd Dharai’.
Al-Qarafi menyarankan, jika sesuatu yang mengarah ke tujuan
yang dilarang harus diblokir (Sadd Dharai’) maka semestinya
sesuatu yang mengarah ke tujuan yang baik harus dibuka (Fath
Dharai’). Untuk menentukan peringkat prioritas harus didasarkan
pada maqasid. Dengan demikian, dari kalangan Maliki ini, tidak
membatasi diri pada sisi konsekwensi negatifnya saja, tetapi
memperluas ke sisi pemikiran positif juga.

Urf (Customs) dan Tujuan Universalitas. Ibn Ashur menulis
Magqasid Shari’ah. Dalam pembahasan tentang “Urf, ia

menyebutma sebas,al ‘u Islam’. Dalam tulisan

manapun dan kapanpun,Zse ’5?1 pesan yang terkandung

dalam sejumlah ayat al@fﬂﬁiM s Nabi memang berasal
dari Arab, yang saat itu merupakan kawasan yang terisolasi dari
dunia luar, NI( ﬁﬁ% %ouka dengan
dunia luar. /g? tidak terj nt m h semestinya
pemahaman tradisi lolas acaAﬂ dak dibawa ke kancah
tradisi internasional.

Jika demlIN -QINEﬁﬁiiAamt dicapai dan
tidak sesuai dengan Magqasid al-Syariah. Oleh sebab itu, kasus-
kasus tertentu dari ‘urf tidak boleh dianggap sebagai peraturan
universal. Ibn Ashur mengusulkan sebuah metode untuk
menafsirkan teks/nass melalui pemahaman konteks budaya Arab
saat itu. Demikian, Ibn Ashur membaca riwayat dari sisi tujuan
yang lebih tinggi, dan tidak membacanya sebagai norma yang
mutlak
Istishab (Preassumption of Continuity) berdasarkan Magqasid.
Prinsip Istishab adalah bukti logis (dalilun “aqliyyun). Tetapi,
penerapan prinsip ini harus sesuai dengan Maqasidnya. Misalnya,
penerapan asas “‘praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah™
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(al-Aslu  Bara’at al-Dhimmah), Maqasidnya adalah untuk
mempertahankan tujuan Keadilan. Penerapan “Praduga kebolehan
sesuatu sampai terbukti ada dilarang (al-aslu fi al-ashya’i al-
ibahah hatta yadullu al-dalil “ala al-ibahah) Magqasidnya adalah
untuk mempertahankan tujuan kemurahan hati dan kebebasan
memilih.

Demikian Jasser Auda, dalam menjelaskan Penodaan
agama mempunyai pendekatan dan pendapat yang berbeda.
Kesejajaran atau ketidak sejajaran antara hukum Islam dan Hak
Asasi Manusia Internasional tidak lah begitu penting. Yang lebih
penting adalah melihat bagaimana melihat capaian tingkat

kesejahteraan masyarakat . Lewat Index Human
Development dapat diketdili sampai difigna capaian masyarakat
Muslim di dunia diantara buz)imr rsddlpin di dunia. Ternyata,
capalannya sangat renda furdi ngdara-negara yang telah
meratifikasi dan mematuhi Asg,h Manusia dan Hak
Kebebasan Beragama ata i

Tidak dapat dipungk}ﬁ;ﬂ MW [y ’n-hukum yang berlaku
diberbagai daerah lokal ’tﬁun ' hirnya bersinggungan dan

berjumpa da di v ‘slulﬂ( n gaternasioanl.
Salah satunyaUMe; d gaha=Klas SA\L ahmadiyah
dan Ahok merupakan g 3 n mghgenaidemahnya penanganan
terhadap kehidupan beidgc nt-dﬁ san berkeyakinan di

Indonesia.® INDONE %IA
hukum Islam yang lama

Dalam menjembatani gap antara

dengan hukum Internasional yang disepakati oleh sebagian besar
anggota PBB, maka Jasser Auda setelah mendekomposisi teori
hukum Islam era Modern dan era Postmodern serta menggunakan
karangka analisis Systems yang rinci — mengusulkan pergeseran
paradogma teori Maqasid lama (klasik) ke teori Maqasid yang
baru.

Konsep perlindungan agama yang dikenal selama ini oleh
umat Islam yaitu “menjaga Agama” (hifz din), dikembangkan

Y M. Syamsudin, [lmu Hukum Profetik, (Gagasan Awal, Landasan
Kefilsafatan  Dan  Kemungkinan  Pengembangannya Di  era  Postmodern.
(Yogyakarta : Pusat Studi Hukum, 2013), Him, 203.
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oleh Jasser Auda dengan “menjaga, melindungi dan menghormati
kebebasan beragama dan berkeprcayaan™. Titik tekan Magasid
lama lebih pada protection (perlindungan) dan preservation
(penjagaan) sedang teori Maqasid baru lebih menekankan pada
development ( pembangunan; pengembangan). Dan rights (hak-
hak).

Dalam upaya pengembangan konsep Maqasid pada era
baru ini, Jasser Auda mengajukan ‘human development’ sebagai
ekspresi obsesinya dan target utama dari maslahah masa kini
(public interest ) masa Kini, maslahah inilah yang mestinya
menjadi sasaran dari Magdsid syari'ah untuk direalisasikan
melalui hukum Islam.”

Selanjutnya, realisa wddﬁm@q&si/‘
dilihat secara empiric p

syari'ah baru ini dapat
diuji, dikontrol, dan
index dan human
developments target yang (ﬁ dirancang oleh badan
dunia, seperti Persyarikatay dunia (PBB).
Kepastian hukum ( umnya dipandu oleh

teks-teks keagamaan, mewg‘f%ﬁ’@,ﬁ * hukum yang akan

diambil oleh para hakim agama dltmgkat lapangan. Kepastian
hukum  umunin Y T ISdl[LI'kaan
sesual dengaL%unyl s yang ada :. angan para hakim.
Pengambilan keputusan I)@LYAdMap pasti segera akan
menjadi bahan perbincangan umum_ tgntang adanya aroma
ketidakadilan jlk’iND@NE’ﬁl\ -pertimbangan
etis-humanistik, betapapun kuatnya sandaran pada teks aturan
hukum yang tersedia.

divalidasi melalui  hum

Kasus penistaan agama yang dialami oleh Jemaat
ahmadiyah dan Basuki Purnama (ahok), bila ditinjau dari konsep
pendekatan system yang dipaparkan oleh Jasser auda sangat jelas
bahwa keputusan hakim yang mengacu pada Penetapan Presiden
No.1/PNPS/1965 hanya bersandarkan pada teks (kepastian
hukum), tidak barengi oleh pertimbangan-pertimbangan etis
humanistic dan rasa keadilan yang dalam teori Maqasid yang baru

2 Ibid.
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lebih  menekankan  pada  development  (pembangunan;
pengembangan). Dan rights (hak-hak).

Melihat dari banyaknya penolakan terhadap putusan hakim
dalam perkara penodaan agama yang masih menggunakan
Penetapan Presiden No.l/PNPS/1965 yang bila dirasakan amat
sangat tidak relevan dengan semangat pembangunan dalam hal
persamaan hak. Jemaat Ahmadiyah dan Ahok merupakan
perwakilan dari kaum minoritas yang ada di Indonesia, dengan
begitu kaum mayoritas (Muslim) sangat dominan dalam
penyelasaian permasalahan tersebut. Peran negara menjadi sangat
penting ketika mengurai permasalahan ini, apabila negara
mengambil satu tafsir pokok-pokok ajaran agama dari kelompok
tertentu, maka negara telaltelah—memberikan perlakuan berbeda
terhaap kelompok lain mglsaneAn’m\]kii( jaran agama berbeda,
bertentangan dengan asas | inmwka hukum.
merupakan tingkat

Jelaslah  bahwa
ebih bisa membuka diri
dari dunia Internasion lg La unan United Nation
Development Programme  ¢LJNIDR butkan bahwa Human

et ﬂl@g yang berpendudukan

Muslim masth _ren r lﬁw skat litgrasi, tingkat
pendidikan, u 1 MJ < t : berdayaan
wanita, belum lagi mem'eg tand dMalitas kehidupan yang
layak, ' LA

Pengembaltﬂ ( dI nusia), konsep
pembangunan yal adopst oleh oran ﬁbangunan PBB

(UN development report) jauh lebih komprehensif dari pada

pembangunan ekonomi. Menurut laporan program pembangunan
PBB (UNDP), banyak negara penduduk mayoritas muslim berada
di tingkat yang lebih rendah dari pada tingkat negara maju dalam
indeks pembangunan manusia (IPM).

Laporan pembangunan UNDP tersebut disusun berdasarkan
lebih dari 200 indikator, termasuk mengukur partisipasi politik,
kemampuan baca tulis, keikutsertaan dalam pendidikan, harapan
hidup, akses mendapatkan air bersih, ketenagakerjaan, standar

10 Ihid.,
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hidup dan kesejahtraan gender. Namun, beberapa negara dengan
mayoritas muslim, khususnya negara-negara arab yang kaya
minyak, menunjukan kesenjangan, menurut laporan PBB, antara
tingkat pendapatan nasional mereka dengan kesetaraan gender,
yang mencakup partisipasi politik kaum wanita, partisipasi
ekonomi dan kekuasaan terhadap sumber-sumber daya.
Disamping minoritas muslim yang tinggal dinegara-negara
maju sebagian kecil negara dengan mayoritas muslim telah
menduduki urutan pembanguna manusia yang tinggi seperti
Brunei, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Akan tetapi kelompok-
kelompok negara diatas secara kolektif hanya mewakili satu
persen umat lshm Daftar IPM pada posisi bawah meliputi
! mbia, Senegal, Guinea,
Pantai Gadmg, Mall, da i Mb ceara kolektif mewakili
sekitar 10% umat islam). g
Jasser Auda menyara

daya manusia) agar mEs alah l('fs) tu tema utama bagi
kemaslahatan publik paddasj ) kita gs¢karang. Kemaslahatan

publik penegembangan menjadi salah satu

tujuan pokok (Magasid)~8%
hukum Islam engado onse angan SDM,
realisasi maq!sjﬁ] %ﬁﬁf&&nengambﬂ
manfaat dari target-tar mbangun, SDM versi PBB, sesuai
dengan standar ilmiahtslm'-aA j8kan kepada Maqasid
syari’ahyang lain.l“@ ‘N§I§IA

Sama haln an— a manusia area

pembangunan SDM ini juga membutuhkan penelitian lebih

S

realisasikan melalui

banyak dari prespektif Magdyid syari’ah

Namun, mengaitkan pembangunan SDM dengan Magqasid
hukum Islam memberikan landasan kukuh di dunia Islam bagi
perwujudan tujuan pembangunan SDM, disaat tujuan tersebut
dikritik secara radikal oleh sejumlah (Neo) Literalis, sebagai alat
dominasi Barat.

Dari data yang dipaparkan di atas, Undang-Undang
No.1/PNPS/1965 seharusnya sudah harus direvisi, agar tidak kaku
dan lebih luwes dalam mengikuti perkembangan zaman dunia



69

kontemporer. Pendekatan system yang mencoba mengurai dan
menganalisis sisi kognitif dari pemahaman usul al-fikih dan
hukum Islam, sejak dari era Tradisional, Modern dan Postmodern
tidak dimaksudkan hanya berhenti pada sisi kognitif-teoritis dan
berimplikasi pada sisi etika praksis dalam kehidupan beragama
sehari-hari. Inilah yang dimaksudkan oleh pendekatan system
yang mempunyai implikasi praktis pada wilayah etika. Penetapan
Presiden No.1/PNPS/1965 sudah seharusnya direvisi agar sejalan
dengan cita-cita hukum yaitu keadilan. Hukum tanpa etika
bagaikan jasad tanpa ruh. Begitu pula sebaliknya, etika tanpa
hukum bagaikan ruh tanpa jasad. Keduanya tidak dapat
dipisahkan. Begitu juga ra apa yang disebut
“ZKepastian hukum tanpa
h% gitu juga sebaliknya.

a filsafat dan anallsm

“kepastian hukum™ dan ga ke
rasa keadilan juga ibarat j: %d
Dengan menggunalggn
Systems, Jasser Auda s;l
kesimpulan yang mendd EHa merespon tantangan
dan tuntutan era global sek m ka umat Islam menjadi
bagian dari penduduk duma {(wor utlzenshlp) dan bukannya

anya bagie , I a
d:lllj: ]:l:;l;lmtyl Rl s |1g-|.kﬁ glenuku kan

Masyarakat Mul 'Ap dimanapun berada
sekarang terikat dengan (esepakatan” dan perjanjian-perjanjian

internasional, kh a badan dunia
seperti Persyarikatan BangsaBangsa (PBB) dengan berbagai

urusan sejak dari urusan kesehatan dunia (WHO), pangan-
pertanian (FAQO), pendidikan dan kebudayaan (UNESCO),
perdagangan (WTO), keamanan (Dewan Keamanan PBB),
perburuan (ILO), perubahan iklim (climate change) dunia dan
masih banyak yang lain. Hukumhukum yang berlaku di berbagai
daerah lokal pun akhirnya bersinggungan dan berjumpa dan
berdialog dengan hukum-hukum internasional.

"' Amin Abdullah, Hak Kebebasan Beragama dan Berkevakinan
Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial. Volume 14 Nomor |
Januari - Juni 2011
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Salah satu isu kontemporer yang dihadapi umat Islam
sekarang ini adalah tentang Hak Asasi Manusia (HAM), lebih
khusus Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Sebagian
besar umat Islam tidak dapat menerimanya dengan sepenuh hati,
karena masih terikat dengan konsep Magasid syari'ah yang lama,
sedang sebagian yang lain menerimanya Dalam upaya
menjembatani gap antara hukum Islam yang lama dengan hukum
Internasional yang disepakati oleh sebagian besar anggota PBB,
maka Jasser Auda setelah mendekomposisi teori hukum Islam
Tradisional dengan memperbandingkannya dengan teori hukum
Islam era Modern dan era Postmodern serta menggunakan
kerangka analisis Systems yan;, rinci mengusulkan perlunya

pergeseran p'lmdlg_.,m'\ lama (Klasik) ke teori

Magqasid yang baru. '

Pergeseran dan t &1 jd 18hha yang disusun oleh al-
i S ng diusulkan, dengan
mempertimbangkan perk@&mba kirann tata kelola dunia
dalam bingkai negara bzangs ign{states). Berikut adalah

usulannya: %ﬂj&ﬂj@]
Pergeseran Paradigma Teori Magqasid Klasik Menuju

KontempoMNIVERSITAS
ISLAM

INDONESIA

12 Ibid.
13 Ibid.
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Teort Magasid lama

Teori Magasid baru

Menjaga Keturunan ( al-
Nasl)

Teori yang berorientasi kepada
perlindungan Keluarga;
Kepedulian yang lebih terhadap
institusi Keluarga.

[SS]

Menjaga Akal (al-Aql)

Menjaga
menjaga jiwa (al-Irdh)

Melipatgandakan pola pikir dan
research ilmiah; mengutamakan
perjalanan untuk mencari ilmu
pengetahuan; menekan pola pikir
endahulukan kriminalitas

gerombolan;

7

han
ndari upaya-upaya untuk
Hghkan kerja otak.

melindungi
t kemanusiaan;

@ﬂelmdungl

lTlle]LlSlﬂ

agh dan
menjaga
hakhak asasi

Menjaga WWE
S|

dan
kebebasan

dungi

B§ TA

Menjaga Harta ( al-Maal)

DO

Mengutamakan

051al menaruh

atau berkepercayaan
al Ma‘aé
perhatian pada pembangunan dan
pengembangan ekonomi;
mendorong kesejahteraan
manusia; menghilangkan jurang

antara miskin dan kaya.

Perubahan paradigma dan teori Maqasid lama ke teori Maqasid
baru terletak pada titik tekan keduanya. Tiitk tekan Maqasid lama lebih
pada protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan; pelestarian)
sedang teori Magqasid baru lebih menekankan pada development

(pembangunan; pengembangan) d

an right (hak-hak). Dalam upaya
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pengembangan konsep Maqasid pada era baru ini, Jasser Auda
mengajukan “human development” sebagai ekspresi obsesinya dan
target utama dari maslahah (public interest) masa kini; maslalah inilah
yang mestinya menjadi sasaran dari Magdsid svari'ah untuk
direalisasikan melalui hukum Islam. Selanjutnya, realisasi dari Maqasid
baru ini dapat dilihat secara empirik perkembangannya, diuji, dikontrol,
dan divalidasi melalui human development index dan human
development targets yang dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia,
seperti PBB."

Pengembangan dan perkembangan epistemologi pemikiran Islam
dan lebihlebih hukum Islam rupanya akan membentuk cara berpikir dan
bergaul secara sosial, baik pada lokal, regional, nasional maupun
internasional. Kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak
Kebebasan Beragama dan BefkeyhRinaivli tanah air yang semakin hari
semakin menjadi-jadi, menu lg her qay% erkait erat dengan corak
pemahaman dan sistem epsit¢

agama yang dianutnya.
Selain  lemahnya aparatur memelihara, menjamin
melindungi dan memajukan arfflfia dan perangkat undang-
undang Kehidupan Beragama 7 ra<fyC [ t-kokb

Menghadapi era baru’pas Mﬁﬂ[ﬂf@{la negara- ban&,sa (nation

state) dan tata pergaulan internasional lewat naungan perserikatan

bangsa-bangsa (P@NiMlER&‘EFﬂ Sul fikih sosial
yang baru, dengan mempgrtimbangkan secara cermat masukan
pendekatan filsafat System ,%A\ agenda keilmuan yang
tidak dapat ditunda-tynde ﬂ nga 1 itu, jaminan Hak
Kebebasan Beraganllm @N%TA’H akan dipahami
oleh sistem keberagamaan Islam di era modern. Dari situ, perangkat
undang-undang kehidupan beragama dapat disempurnakan sesual

dengan perkembangan sosial yang ada dan membantu aparat penegak
hukum untuk menjamin, menjaga dan menegakkannya.

Y Ihid.
15 [hid. Amin
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

o

Melihat dari penerapannya, undang-undang ini syarat akan
kepentingan, baik itu dari kelomok mayoritas maupun
kepentingan politik dari kaum minoritas. Selain itu pasal ini
sangat kontroversi karena timbul begitu banyak tafsiran.
Undang-Undang No 1.PNPS/1965 ini juga membuat kaum
minoritas dipcrlaukan rdal kaca mata hukum.. untuk

Jasser Auda dalam 11§ pdaan agama mempunyai

pendekatan dan per tbeda. Kesejajaran atau
. . z ;

ketidak sejajaran Jaspor Audi ph menjelaskan Penodaan

agama mempunyai piiad y(pendapat yang berbeda.
Kesejajaran atau ketldj kbsejajamn autara hukum Islam dan Hak

Asasi M m LSJ@I‘J@ it nting. Yang
lebih pen ﬁmllvm rAa‘gpalan tingkat
kesejahteraan masyzls LAMm Lewat Index Human
Development pai dimana capaian
masyarakat [\lND JJA -bangsa lain di
dunia. Ternyata, capaiannya sangat ren ibanding negara-

negara yang telah meratifikasi dan mematuhi Hak Asasi
Manusia dan Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan.

Hak dan Kebebasan Dberagama dapat dibatasi
pemenuhannya bila berpotensi bersinggungan dan mengganggu
hak serta kebebasan orang lain. Ini sesuai dengan prinsip harm-
principle yang dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill serta
pandangan Asma Jahangir yang mengemukakan bahwa konsep
pembatasan kebebasan beragama hanya pada tataran di forum
eksternum, karena di forum eksternum inilah aktifitas
keagamaan dapat bersinggungan dengan hak orang lain dalam
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beragama dan berkeyakinan. Selanjutnya, Berdasarkan
ketentuan Pasal 29 Ayat (2) DUHAM, Pasal 28 J Ayat (2) UUD
NRI 45, Pasal 73 UU HAM, dan Pasal 18 Ayat (3) UU ICCPR,
negara berwenang dalam membatasi hak terhadap kebebasan
beragama.
Saran

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang
berlatar belakang masa orde lama dalam konteks Undang-
undang Dasar republic Indonesia yang belum diamandemen,
maka normanya perlu direstruksisasi dan reformulasi dengan
Undang-Undang dasar Rl yang damandemen sesuai
perkembanagan masyarakat—d cadgan sekarang agar lebih
kontekstual serta lebih wjaléllﬁﬁ('é?)as%i n hukum.

nkan, dan jika mana
perlu disistemasir normsz 11151111 I ) dan sempurna. Tindak
am dalam konteks agar
dan taqwanya kepada
Tuhan dengan menngikti aja ‘vahg sebagaimana yang
dituntukan dalam ki asuln-Nya.

tab suci agama dan r
Pengerhad NN ERRD Ak Mo &miapat harus

diletakkan dalam koxIJtS tidak be?el?sangan dengan ajaran
agama yang bersum Ax i, maka kebebasan

berpendapat ata m@mmm rangka untuk
menguatkan d! meningkatkar n “taqwa kepada
Tuhannya, bukan malah sebaliknya, menjauhkan dari inti ajaran
agama atau mengikuti ajaran yang sesat dan menyesatkan yang

dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat yang lebih
religious
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